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Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 
penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintah di Kecamatan Curio. 
Dasar penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang 
bertujuan untuk mengumpulkan data dari sejumlah informan serta 
dokumen-dokumen dan studi literatur yang dianggap dapat memberikan 
bahan dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.. Data yang 
diperoleh selanjutnya dikumpulkan dan diseleksi digunakan teknik analisis 
data deskriptif yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik 
primer maupun sekunder selanjutnya disusun, dianalisis, diinterpretasikan 
untuk kemudian dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas masalah 
yang diteliti. Dengan teknik analisis data: 1. Reduksi data 2. Penyajian 
data 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah penerapan 
prinsip akuntabilitas aparat pemerintah Kecamatan Curio dapat dilihat 
pada laporan akuntabilitas instansi pemerintah kecamatan dan pada 
pelayanan kartu tanda penduduk,kartu keluarga dan lainnya. Transparansi 
penyelenggaraan tugas dan fungsi aparat pemerintah Kecamatan Curio  
meliputi informasi peraturan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan 
tugas dan fungsi aparat pemerintah kecamatan dan informasi prosedur 
pelayanan administrasi kependudukan dan surat keterangan, dan 
informasi prosedur pembuatan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga 
serta penyediaan sarana pengaduan terhadap pelayanan. Pelaksanaan 
tugas dan fungsi aparat Pemerintah Kecamatan Curio dalam penerapan 
dan penegakan supremasi hukum yang melibatkan partisipasi masyarakat 
dapat dilihat dalam penyelesaian konflik baik dalam lembaga 
pemerentahan ataupun dalam masyarakat yang kebanyakan selesai 
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Batara asrul Randa, E12107057, 'Principles of Good Governance in the 
execution of tasks and functions in District Government Officials Curio 
district. Enrekang Pov. Sulawesi (guided by Dr. H. Andi Samsu Alam, 
M.Sc. and Andi Lukman Irwan, S.IP., M.Si.). 
 
This study aims to provide an overview of the application of the 
principles of accountability, transparency and the rule of law in the 
execution of the duties and functions of the government officials in the 
District of Curio. Basic research is a qualitative approach which aims to 
collect data from a number of informants as well as documents and 
literature which is considered to provide materials and information related 
to this study .. The data were then collected and selected descriptive data 
analysis techniques used are data -data that have been gathered and 
collected both primary and secondary subsequently compiled, analyzed, 
interpreted and then it can be concluded as an answer to the problem 
under study. With data analysis techniques: 1  Data reduction 2.Data 
Presentation 3 Withdrawal of conclusions and verification. 
Conclusion of this research is the application of the principle of 
accountability of government officials Curio District of accountability can be 
seen in the report sub-district government agencies and the service 
identity cards, family cards and others. Transparency of implementation of 
tasks and functions of the District government officials Curio includes 
information relating to the local regulations and the implementation of the 
tasks and functions of the sub-district government officials population 
administration information service procedures and certificates, and 
information making procedure identity cards and family cards and the 
provision of facilities to service complaints. The implementation of the 
District Government officials Curio in the application and enforcement of 
the rule of law that involves community participation in conflict resolution 
can be seen both in the institution or in the community pemerentahan 







Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang belum sesuai 
dengan apa amanatnya melahirkan reformasi yang berdampak pada  
perubahan pemerintahan. Salah satu cara yang ditempuh untuk 
mewujudkan hal tersebut adalah melalui penerapan tata pemerintahan 
yang baik, bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah good 
goevernance dalam birokrasi. 
Wacana tentang “governance” dalam pengertian yang 
diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai tata pemerintahan, 
penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan, baru 
muncul sekitar 15 tahun belakangan ini, terutama setelah berbagai 
lembaga pembiayaan internasional mempersyaratkan “good governance” 
dalam berbagai program bantuannya. 1 Good governance dilandasi oleh 4 
pilar yaitu: (1) accountability, (2) transparency, (3) Rule of Law, dan (4) 
participation.2  
Melihat karakteristik yang dimilikinya, dapat dikatakan bahwa good 
governance merupakan jawaban atas birokrasi yang kaku, tidak 
transparan dan memegang peranan yang luas dalam kehidupan 
masyarakat. Hal-hal yang demikian telah membuat kekuasaan birokrasi 
semakin besar, sehingga kemungkinan penyalahgunaan wewenang 
semakin besar pula.   
Berkaitan dengan upaya pelaksanaan good governance, UU No 32 
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu 
instrumen yang merefleksikan keinginan pemerintah untuk melaksanakan 
tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. Pola pemerintahan yang bersifat sentralistik diubah menjadi pola 
desentralisasi dengan memberikan otonomi yang luas kepada daerah 
khususnya daerah kabupaten/kota. 3 
Perwujudan good governance dalam pemerintah Kabupaten 
Enrekang dapat kita lihat salah satunya dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsi aparat pemerintah kecamatan yang transparan. Salah satunya 
terlihat pada manajemen pelayanan administrasi kependudukan, 
khususnya penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana prosedur 
penerbitan KTP ditetapkan melalui peraturan daerah. Secara teknis dapat 
dilihat penerapannya pada Kantor Kecamatan Curio yang menyediakan 
pengumuman mengenai prosedur pelayanan. Seksi informasi disiapkan 
untuk memberikan penjelasan mengenai pelayanan di kecamatan 
tersebut. Menganalisa dari program e-KTP ini tidak terlepas dari 
penerapan Prinsip-prinsip good governance yang samapai saat ini 
                                                             
1
 Sofyan Efendi, “Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance”, 22 
September 2005 dalam www.setneg.go.id 
2
 Asian Development Bank (ADB). 2010. Key Indicators of Developing Asian and 
Pacific Countries 2000–2009. hlm.30 
3
 Indonesia, ,Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah UU No. 32 tahun 2004 
, LN No.125 Tahun 2004, TLN No. 4437 
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merupakan salah satu tolak ukur pemerintahan baik dan berkualitas 
sehingga hal ini perlu diterapkan dalam pemerintahan khususnnya di 
kabupaten enrekang. 
Berdasarkan uraian di atas maka masalah dalam penelitian ini 
dirumuskan  sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi aparat pemerintah di Kecamatan Curio? 
2. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi aparat pemerintah di Kecamatan Curio? 
3. Bagaimana penerapan prinsip supremasi hukum dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintah di Kecamatan 
Curio? 
 
B. TINJAUAN PUSTAKA 
 
1. Prinsip-Prinsip good governance 
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang belum sesuai 
dengan apa amanatnya melahirkan reformasi yang berdampak pada  
perubahan pemerintahan,. Salah satu cara yang ditempuh untuk 
mewujudkan hal tersebut adalah melalui penerapan tata pemerintahan 
yang baik, bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah good 
goevernance dalam birokrasi. 
Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara 
yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan 
menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara negara, sektor 
swasta dan masyarakat 4. Tascherau dan Campos sebagaimana yang 
dikutip Toha menjelaskan bahwa good governance merupakan suatu 
kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan 
keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh 
komponen pemerintah (government), rakyat (citizen) atau civil society dan 
usahawan (business) yang berada di sektor swasta.5 
Disimpulkan bahwa paling terdapat sejumlah prinsip yang dianggap 
sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu (1) 
akuntabilitas, (2) transparansi, dan (3) partisipasi. Ketiga prinsip utama ini 
saling mempengaruhi dan mendukung pelaksanaan masing-masing. 
1.1 Akuntabilitas 
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan 
tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada 
pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan 
                                                             
4
 Joko Widodo, 2001, Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol 
Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Insan Cendekia, Surabaya. 
hlm.24  
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atau pertanggungjawaban.6 Akuntabilitas merupakan prasyarat penting 
untuk bisa menciptakan efesiensi produksi dan pelayanan jasa publik. 
Akuntabilitas juga merupakan salah satu instrumen untuk mengembalikan 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 
Paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan menegaskan 
bahwa sistem di mana pertanggungjawaban mengalir ke atas melalui 
rantai komando tidak seefektif sistem di mana pertanggungjawaban 
mengalir ke masyarakat yang diselenggarakan kepentingannya. Namun, 
perlu diperhatikan bahwa sistem pertanggungjawaban tersebut masih 
dalam kerangka peraturan dan standar yang ditetapkan oleh mereka yang 
mengarahkan organisasi pemerintahan.7 
Dari pengertian di atas terlihat bahwa akuntabilitas pemerintahan 
terdiri atas pertanggungjawaban terhadap instansi/ pihak yang lebih tinggi 
(internal) dan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (eksternal) 
tergantung pada dampak penerapan kebijakan. Hal ini sejalan dengan 
yang diuraikan oleh UNDP8 mengenai prinsip akuntabilitas yakni di mana 
para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan 
masyarakat (civil society) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga 
stake holders.  
Miftah Thoha9 menjelaskan bahwa salah satu wujud dari 
akuntabilitas itu ialah agar semua produk hukum dan kebijakan yang 
menyangkut kehidupan rakyat banyak harus diupayakan didasarkan atas 
undang-undang. Peraturan perundang-undang dijadikan sebagai salah 
satu indikator dalam mengukur proses penyelenggaraan pemerintahan. 
Dengan produk hukum yang berupa undang-undang ini rakyat mempuyai 
akses untuk mengatur dan mengendalikannya.  
1.2 Transparasi 
Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi 
terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Perwujudan 
tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, 
keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses 
penyelenggaraan pemerintahan.10 Keterbukaan dan kemudahan informasi 
penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan 
berbagai indikator good governance yang lain, utamanya akuntabilitas dan 
partisipasi. 11  
                                                             
6
 Sedarmayanti, 2003. Tata kearsipan dengan memanfaatkan teknologi modern. 
Mandar Maju. Bandung. hlm.69 
7
 David Osborne dan Peter P (terj.), “Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju 
Pemerintah Wirausaha”, Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit PPM, hlm.170 
8
 Sedarmayanti, op.cit., hlm.8 
9
 Miftah Thoha, 2007. Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo 
Persada. hlm.58 
10
 Hari Sabarno,2007.  Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa: 
Untaian Pemikiran Otonomi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.38 
11
 Agus Dwiyanto, 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. 
Yogyakarta: Gajah Mada University Press. hlm.223-230 
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Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan 
bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan 
pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.12 
Pendapat tentang transparansi di atas terangkum dalam pendapat 
yang disampaikan oleh Hari Sabarno mengenai transparansi dalam 
pemerintahan daerah. Beliau berpendapat bahwa transparansi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi berbagai dimensi yang 
meliputi transparansi anggaran, transparansi pelaksanaan program kerja 
pemerintah, dan transparansi pertanggungjawaban kinerja.13 Transparansi 
tidak hanya menyangkut penyebaran informasi saja, tetapi juga memiliki 
beberapa persyaratan tambahan terhadap informasi yang diberikan. Di 
bawah ini dipaparkan beberapa persyaratan transparansi 
penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan oleh beberapa ahli. 
Agus Dwiyanto yang mendefinisikan transparansi sebagai 
penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya 
kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.14 
Pengertian ini menjelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar 
menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun 
harus disertai kemudahan bagi masyarakat dan stakeholders untuk 
memperoleh informasi tersebut. Semakin mudah memperoleh informasi 
mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan maka semakin 
tinggi tingkat transparansinya. 
Ambar T. Sulistani dan Agus Sutiono15 menambahkan bahwa 
transaparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, 
anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik, seberapa besar 
upaya yang dilakukan untuk membuat publik memahami apa yang 
diputuskan dan dilakukan oleh pemerintah. Pengertian ini mengandung 
maksud bahwa dalam penyedian informasi tentang penyelenggaraan 
pemerintahan harus dapat dipahami oleh masyarakat.  
Agus dwiyanto dengan memberi contoh pada pelayanan publik 
mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 
tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, mengukur 
tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. 
Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus 
diipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang 
membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya.  
Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan 
prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders 
yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “simple, straightforward 
                                                             
12
 Loina Lalolo. K. 2003, ” Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & 
Partisipasi”. Jakarta : Agustus 2003. www.govermancebappenas.go.id. hlm18 
13
 Hari Sabarno, op.cit.,  hlm.37 
14
 Agus Dwiyanto, op.cit., hlm.80 
15
 Ambar T. Sulistiyani (Editor), 2004. Memahami Good Governance: Dalam 
Presepktif Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Gava Media. hlm.22 
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and easy to apply” (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk 
mengurangi perbedaan dalam interpretasi.16 
Indikator ketiga adalah kemudahan untuk memperoleh informasi 
mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi 
tersebut bebas didapat dan siap tersedia (freely & readily available).17 
1.3 Supremasi Hukum 
Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal 
yang tertinggi (supreme) sehingga ada istilah supremasi hukum. 
Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan 3 ide dasar hukum, 
yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. 
Untuk lebih memahami tentang supremasi hukum, ada baiknya 
perlu diketahui pengertian hukum. Di bawah ini ada beberapa pengertian 
hukum yang dikemukakan oleh para ahli 18: 
a. Utrecht memberikan batasan hukum sebagai himpunan peraturan-
peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu 
masyarakat dan karena itu harus ditaati. 
b. Prof. Mr. E. M. Meyers menyatakan hukum sebagai semua peraturan 
yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah 
laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi 
penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. 
c. Leon Duguit menyatakan hukum sebagai aturan tingkah laku para 
anggota masyarakat yang daya penggunaannya pada saat tertentu 
diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan 
bersama dan yang jika dilanggar meninggalkan reaksi bersama 
terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. 
d. S. M. Amin, SH menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan 
yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi itulah yang disebut 
hukum dan tujuan hukum tersebut adalah menegakkan tata tertib 
dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban 
terpelihara. 
Beberapa poin penting untuk bisa mencapai supremasi hukum, 
bergantung pada bagaimana pelaksanaan hukum itu sendiri. Ada 
beberapa pendapat tentang tujuan hukum yang dapat dijadikan sebagai 
acuan untuk mencapai supremasi hukum yang ideal. 19 
a. Teori etis, mengatakan bahwa hukum itu semata-mata menghendaki 
keadilan. Isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis 
kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. 
b. Geny, mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk 
mencapai keadilan. Sebagai unsur keadilan, ada kepentingan daya 
guna dan kemanfaatan. 
                                                             
16
 Asian Development Bank  dalam: Loina Lalolo. K., loc.cit., hlm.17 
17
 Ibid., hlm.17  
18
 Joko Budi Santoso. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMK Kelas X. 
Jakarta : Yudhistira. hlm.23 
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Tujuan hukum pada prinsipnya meliputi 3 unsur pokok yaitu : 
a. Hukum itu bertujuan untuk mencapai keadilan. Yang dimaksud ialah 
bahwa masyarakat hendaknya diperlakukan sesuai hak-haknya 
sebagai martabat kemanusiaannya . 
b. Kepastian hukum dalam arti bahwa terhadap tindakan yang 
dilakukan setiap orang atau anggota masyarakat itu dapat segera 
dengan cepat ditentukan apakah perbuatan itu melanggar 
dinyatakan menyimpang dari hukum atau tidak. 
c. Kegunaan yang berarti bahwa dalam proses kerjanya hukum itu 
dapat memaksa masyarakat umumnya dan penegak hukum 
khususnya untuk melakukan segala aktifitasnya selalu berkaca mata 
pada hukum yang mengaturnya 
Adapun beberapa tujuan supremasi hukum adalah sebagai berikut : 
a. Memberi keadilan bagi masyarakat, khususnya keadilan sosial. Dan 
perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban, 
ketentraman dan kepastian hukum yang padahakikatnya merupakan 
jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” bagi rakyat 
Indonesia. 
b. Menempatkan kebebasan individu sebagai prinsip dasar dari 
organisasi sosial, untuk menjamin kemerdekaan individu. 
c. Menjamin terjaga dan terpeliharanya nilai-nilai moral bangsa 
Indonesia. 
d. Melindungi kepentingan warga. 
e. Menciptakan masyarakat yang demokratis 
f. Menjadikan tanggung jawab ahli hukum untuk dilaksanakan dan 
yang harus dikerjakan tidak hanya untuk melindungi dan 
mengembangkan hak-hak perdata dan politik perorangan dalam 
masyarakat bebas, tetapi juga untuk menyelenggarakan dan 
membina kondisi sosial, ekonomi, pendidikan dan kultural yang 
dapat mewujudkan aspirasi rakyat serta meningkatkan integritas 
Sumber Daya Manusianya. 
g. Memberikan jaminan terlindunginya hak-hak individu dalam 
bernegara dan bermasyarakat. 
 
2. Pengertian dan Konsep Dasar Pelayanan Publik 
Berkaitan dengan pelayanan, ada dua istilah yang perlu diketahui, 
yaitu melayani dan pelayanan. Pengertian melayani adalah ”membantu 
menyiapkan ( mengurus ) apa yang diperlukan seseorang”. Sedangkan 
pelayanan adalah ”usaha melayani kebutuhan orang lain”.20 Pengertian 
yang lebih luas juga disampaikan oleh David dan Ted bahwa pelayanan 
merupakan usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan 
(whatever enhances customer satisfaction).21 
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 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 1995. Kamus Besar Bahasa 
Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka. hlm. 91 
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Departemen Dalam Negeri (2004) menyebutkan bahwa; 
“Pelayanan Publik adalah Pelayanan Umum”, dan mendefinisikan 
“Pelayanan Umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain 
dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan 
interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan 
menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa”. 
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang pelayanan 
publik dikemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau 
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 
dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.22 
Penyelenggaraan pelayanan umum, menurut Lembaga 
Administrasi Negara dapat dilakukan dengan berbagai macam pola antara 
lain sebagai berikut:23 
1. Pola pelayanan fungsional, yaitu pola pelayanan umum yang 
diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, 
fungsi, dan kewenangannya, 
2. Pola pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan umum yang 
diberikan secara tunggal oleh satu instansi pemerintah berdasarkan 
pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya yang 
bersangkutan, 
3. Pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan umum yang 
dilakukan secara terpadu pada satu tempat/ tinggal oleh beberapa 
instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangannya 
masing-masing, 
4. Pola pelayanan secara terpusat, yaitu pola pelayanan umum yang 
dilakukan oleh satu instansi pemerintah yang bertindak selaku 
koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang 
terkait dengan bidang pelayanan umum yang bersangkutan. 
Penyelenggaraan tata laksana pelayanan umum sesuai dengan 
bentuk dansifat-sifatnya dapat menggunakan salah satu pola dibawah ini: 
Adapun klasifikasi pelayanan publik adalah: 
1. Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan 
berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik; 
2. Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 
bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik; 
3. Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa 
yang dibutuhkan oleh publik; dan 
4. Pelayanan Regulatif yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan 
peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang 
mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat;  
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 Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
23
 Joko Widodo, 2001. loc cit. hlm.274 
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Setiap Penyelenggaraan Pelayanan Publik harus memilki standar 
pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi 
penerima layanan. Dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima layanan. 
Standar pelayanan, meliputi 24 : 
1. Dasar hukum 
2. Persyaratan 
3. Sistem, mekanisme dan prosedur 
4. Jangka waktu penyelesaian 
5. Biaya/tarif 
6. Produk pelayanan 
7. Sarana, prasarana dan atau fasilitas 
8. Kompensasi pelaksana 
9. Pengawasan internal 
10. Penanganan pengaduan 
11. Jumlah pelaksanan 
12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan  
dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk 
komitmen untuk memberikan rasaaman, bebas dari bahaya dan 
resiko keragu-raguan, dan 
14. Evaluasi kinerja pelaksanan. 
 
C. METODE PENELITIAN 
 
Tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Penelitian ini 
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penerapan prinsip akuntabilitas, 
transparansi dan supremasi hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Aparat 
pemerintah di Kecamatan Curio dalam rangka penyelenggaraan tugas umum 
pemerintahan. Dasar penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 
yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari sejumlah informan serta 
dokumen-dokumen dan studi literatur yang dianggap dapat memberikan bahan 




1. Pelaksanaan Akuntabilitas di Kecamatan Curio 
Pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintah Kecamatan Curio 
didasarkan pada Peraturan Daerah No 9 tahun 2008 dan peraturan Bupati 
Enrekang No 34 Tahun 2009 tentang tugas pokok fungsi uraian tugas dan 
tata kerja kecamatan kabupaten enrekang. 
Menurut Sekretaris Camat Curio, dalam menyusun rencana kerja 
tahunan tersebut, aparat pemerintah kecamatan telah mengetahui 
besaran dana yang dianggarkan kepada kecamatan. Adapun kegiatan 
yang ditetapkan sebagai rencana kerja tahun 2013 Kecamatan Curio 
adalah sebagai berikut: 
                                                             
24
 Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
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1) Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten 
2) Pemetaan dan penataan batas wilayah Kab. Enrekang 
3) Pembinaan dan pemberdayaan kecamatan di Kab. Enrekang 
4) Pelembaran dan dokumentasi produk hukum daerah  
5) Legislasi rancangan peraturan perundang undangan 
6) Pelaksanaan dan peningkatan ranham 
7) Melaksanakan penyusunan perda 
8) Menindaklanjuti hasil temuan pengawasan 
9) Koordinasi penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara 
negara (lhkpn) 
10) Peningkatan pelayanan bantuan hokum 
11) Penyuluhan hukum dan sosialisasi  perda 
12) Pembuatan data dan informasi profil perusahaan/ penyedia jasa 
13) Peninjauan lapangan kegiatan pembangunan 
14) Penyiaran dan pelaporan harga 9 bahan pokok 
15) Pembuatan laporan realisasi proyek dan keuangan kegiatan 
pembangunan 
16) Koordinasi penyusunan laporan keuangan pertanggungjawaban 
(LKPJ) 
17) Koordinasi antara pemda dengan asosiasi pemerintah kabupaten 
seluruh indonesia (apkasi) 
18) Pendataan rumah ibadah, TK-TPA se Kab. Enrekang 
19) penataran pembina TPA/guru mengaji 
20) Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 
21) Pembinaan lingkungan sosial pada petani tembakau 
22) Penyelenggaraan pameran investasi 
23) Penyusunan buku profil investasi daerah kabupaten enrekang 
24) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan 
koperasi 
25) Perlindungan dan koordinasi pengelolaan sda 
26) Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang 
berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak 
27) Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olah raga unggulan 
daerah 
28) Sertifikasi pembina/pelatih olah raga 
29) Sertifikasi wasit/juri 
30) Pembinaan masyarakat tentang peningkatan wawasan lingkungan 
31) Pendataan kelompok swadaya masyarakat (lsm) 
Program dan kegiatan rencana kerja Kecamatan Curio  di atas 
disusun dalam format yang berisi sasaran yang diharapkan dan kegiatan 
yang dilakukan. 
Sekretaris Kecamatan Curio menyatakan bahwa LAKIP kecamatan 
merupakan bahan laporan kepada Bupati Kabupaten Enrekang berkaitan 
dengan kinerja aparat pemerintah Kecamatan Curio dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsinya. LAKIP juga merupakan bentuk laporan atas 
penggunaan anggaran dalam setiap satuan kerja perangkat daerah 
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Kabupaten Enrekang. LAKIP kecamatan dilaporkan melalui sekretaris 
daerah. 
Tugas dan fungsi aparat Kecamatan Curio yang dilaporkan dalam 
LAKIP adalah yang tertuang dalam rencana kerja satu tahun kecamatan. 
Laporan ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap instansi 
pemerintah berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. 
Pelaporan pertanggungjawaban dalam bentuk LAKIP, merupakan bentuk 
pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah. 
Dalam LAKIP Kecamatan Curio tahun 2013 dilaporkan pencapaian 
sejauh mana sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan ini 
terangkum dalam bentuk format pengukuran pencapaian sasaran. Dalam 
format tersebut digambarkan bagaimana realisasi dari rencana kinerja 
yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Pelaksanaan akuntabilitas berupa LAKIP Kecamatan Curio oleh 
para tokoh masyarakat dinilai telah cukup sebagai bentuk 
pertanggungjawaban aparat pemerintah kecamatan terhadap 
pelaksanaan tugas dan fungsinya. Salah seorang tokoh masyarkat 
mengatakan, “selama tahun ini pihak kecamatan menjalankan tugas dan 
fungsinya secara baik, tidak ada hal yang janggal dalam pelaksanaannya”. 
Beliau menilai bahwa setiap tahun, secara periodik, kecamatan diawasi 
oleh Bawasda, dan selama tahun 2014 pengawasan itu tidak menemukan 
pelanggaran. Begitu juga dengan tidak adanya kasus yang ditangani oleh 
KPK berkaitan dengan Kecamatan Curio. 
Camat Curio menyebutkan bahwa Penyelenggaraan pelayanan 
KTP dan KK diatur dalam amanat UU No.23 tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan dalam skala nasional dan menjamin 
kepastian hukum hak sipil penduduk yang akan memberikan rasa aman 
kepada masyarakat dan peraturan Daerah Kab.Enrekang Nomor 01 
Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 
Peraturan tersebut merinci penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang 
dilakukan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan dan 
Kelurahan/Desa. Pendaftaran penduduk berlaku bagi setiap penduduk, 
penduduk sementara dan pendatang baru dikarenakan kelahiran, 
perkawian, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, 
pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status 
kewarganegaraan, perubahan data dan pembatalan Akta, perpindahan 
dan kedatangan. Peraturan ini juga mengatur tentang prosedur 
pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). 
Akuntabilitas pemerintahan sangat terkait dengan transparansi 
penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabiltas birokratik Kecamatan Curio 
dalam bentuk LAKIP menyediakan informasi tentang jenis kegiatan, tujuan 
dan sasaran serta anggaran yang digunakan. Masyarakat dapat 
melaporkan ketidaksesuaian yang terjadi pada pelaksanaan tugas dan 
fungsi aparat Pemerintah Kecamatan Curio berdasarkan informasi yang 




2. Pelaksanaan Transparansi di Kecamatan Curio 
Salah satu bentuk transparansi pemerintahan adalah kejelasan 
tentang peraturan perundang-undangan dan ketersediaan informasi pada 
masyarakat umum. Sekretaris Kecamatan Curio menyatakan, “Adik dapat 
melihat peraturan-peraturan berkaitan dengan tugas dan fungsi 
kecamatan pedoman yang ada dan ade punnya.” Beliau kemudian 
melanjutkan : Di kantor ini, kami menyediakan informasi melalui papan 
pengumuman mengenai prosedur pemberian pelayanan administrasi 
kependudukan dan surat keterangan lainnnya. Pegawai-pegawai yang 
bertugas pelayanan juga siap memberikan informasi yang dibutuhkan 
masyarakat. 
Informasi yang diberikan berkaitan dengan pemberian pelayanan 
kependudukan di Kecamatan Curio. Informasi tersebut bersumber dari 
dua peraturan yakni amanat UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan dalam skala nasional dan menjamin kepastian hukum hak 
sipil penduduk yang akan memberikan rasa aman kepada masyarakat dan 
peraturan Daerah Kab.Enrekang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.  
Informasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Curio yang 
disebutkan di atas, disalurkan melalui beberapa sarana. Sarana-sarana 
tersebut diantaranya media internet, media cetak, papan pengumuman, 
dan aparat kecamatan serta perwakilan masyarakat (Rt). Pilihan beberapa 
alternatif sarana penyalur informasi merupakan keuntungan tersendiri bagi 
masyarakat dalam rangka mewujudkan keseimbangan informasi. Melalui 
sarana yang tersedia dan dapat diakses masyarakat ini, transparansi 
penyelenggaraan pemerintahan terwujudkan.  
Penggunaan media internet digunakan oleh Pemerintah Kab. 
Enrekang untuk memberikan informasi mengenai Pemerintah Kabupaten 
Enekang ,Penyampaian melalui media internet tersebut melalui situs resmi 
Pemerintah Kabupaten Enrekang yakni www.enrekangkab.go.id. Informasi 
yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintah 
kecamatan. 
Kecamatan Curio  memiliki dua pengumuman yang berisikan 
informasi mengenai pelayanan yang diberikan di kecamatan. Informasi 
yang diberikan melalui papan pengumuman adalah berkaitan dengan 
prosedur dan biaya pengurusan kependudukan dan surat keterangan 
lainnya. Pada bagian informasi pelayanan yang terdapat di depan pintu 
kantor Kecamatan Curio, tersedia papan informasi mengenai prosedur 
dan kelengkapan surat-surat yang dibutuhkan berkaitan dengan 
pelayanan yang diberikan di kecamatan.  
Peran ketua Kepala Desa dalam memberikan informasi berkaitan 
dengan pelayanan masyarakat berhubungan dengan posisinya sebagai 
salah satu bentuk pemberdayaan partisipasi masyarakat. Rukun tetangga 
atau disingkat dengan Rt adalah lembaga yang dibentuk melalui 
musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan 
tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab 
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pemerintah Kabupaten. Kepala seksi pemerintahan menjelaskan, “struktur 
perangkat daerah terbawah berdasarkan wilayah adalah kelurahan, Rt 
merupakan representasi masyarakat yang membantu kami dalam 
pemberian pelayanan.”  
Keterbukaan dalam pelayanan di Kecamatan Curio, khususnya 
pelayanan berkas dan surat-surat penting lainnya diakui oleh salah 
seorang informan. Beliau menuturkan, “pelayanan di Kecamatan Curio  
sudah mulai menerapkan transparansi, baik dari prosedur, biaya dan 
waktu. Masyarakat menjadi mudah dan lancar menuju tertib administrasi.” 
Informan yang lain menyampaikan hal yang senada. Beliau menyatakan, 
“biaya pelayanan terbuka, tidak ada yang ditutupi, begitu juga waktu. 
Pengurusan tidak diperlambat karena waktu telah jelas ditentukan.” 
Informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan menjadikan 
masyarakat dapat menanggapi baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Hal tersebut memberikan konsekuensi terhadap pemerintahan 
yang transparan untuk menyediakan akses dalam berpartisipasi bagi 
masyarakat dan swasta, paling tidak akses untuk memberikan masukan 
terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. 
 
3. Pelaksanaan Supremasi Hukum di Kecamatan Curio 
Penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran 
dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia secara 
universal mengalami degradasi. 
Salah seorang staf mengatakan bahwa, semua program yang 
menjadi agenda dari kecamatan curio sebagaimana yang tertuang dalam 
LAKIP kecamatan Curio tahun 2013 harus tetap dilaksanakan sesuai 
prosedur yang sudah melembaga dan diketahui oleh masyarakat Umum, 
dan apabila ada kekeliruan terdap prosedur umum untuk membatalkan 
sesuatu peraturan atau peraturan perundangan tertentu. 
Kebebasan berpendapat ini diakui oleh masyarkat khususnnya di 
kecamatn curio telah mendapat ruang yang selebar-lebarnya untuk 
mengeluarkan ide,ataupun saran baik itu yang meyangkut masyarakat 
ataupun masukan bagi para pejabat pemerintahan di kantor Kecamatan 
Curio. Dan cara pennyampaiannya pun sesuai etika dan norma yang 
melekat pada masyarakat kecamatan curio. Menyampaikan pendapat di 
wilayah kerja kantor kecamatan curio dapat dilakukan dengan beberapa 
cara,yaitu diantarannya melalui media sosial atau situs kecamatan curio 
http://curiokec.wordpress.com, atau melalui kotak saran yang telah di 
siapkan di kilingkungan kecamatan Curio, dan bisa juga langsung kepada 
yang memiliki wewenang. 
Namun di kalangan  warga masyarakat Kabupaten Enrekang dan 
Kecamatan curio khususnnya memiliki slogan “ sipangingaranki saba’ 
pada kita’ nasang sile’to”, yang berarti kita harus saling mengingatkan 
sebab kita semua bersaudara. Hal ini terealisasi jika ada terjadi sebuah 
gesekan dalam bermasyarakat dan masyarakat di lingkup kecamatan 
curio selalu mengedepankan penyelesaian masalah dengan menjunjung 
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tinggi asas manfaat untik masyarakat luas. Itu adalah salah satu 
ungkapan bahwa masyarakat di lingkup kecamatan curio sangat 
menghargai hukum dan hak-hak individu dalam bermasyarakat. 
Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa 
penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Curio memiliki potensi yang 
baik dalam menjalankan pemerintahan yang parsitipatif. Saluran 
partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Curio 
direspon dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan 
dengan konsep governance yang tidak sekedar melibatkan pemerintah, 
tetapi juga melibatkan peranan stakeholder di luar pemerintah yakni 




Pelaksanaan akuntabilitas aparat pemerintah Curio dapat dilihat 
pada laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) kecamatan. 
Pelaksanaan tugas dan fungsi aparat Pemerintah Kecamatan Curio 
didasarkan pada Peraturan Daerah No 9 tahun 2008 dan peraturan Bupati 
Enrekang No 34 Tahun 2009 tentang TUGAS POKOK FUNGSI URAIAN 
TUGAS DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN ENREKANG. 
Tentang Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. Salah satu 
bentuk pelaksanaan uraian tugas organsasi kecamatan dijabarkan ke 
dalam rencana kerja satu tahun Kecamatan Curio. Pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut kepada Bupati Kab.Enrekang 
dilakukan melalui laporan akuntabilitas instansi pemerintah, sebagaimana 
dapat dilihat dalam LAKIP Kecamatan Curio  tahun 2013. 
Akuntabilitas publik dapat dilihat pada pelayanan e-KTP, KK dan 
surat surat penting lainnya. Pelayanan KTP dan KK di Kecamatan Curio 
berdasarkan pada Peraturan yakni amanat UU No.23 tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan dalam skala nasional dan menjamin 
kepastian hukum hak sipil penduduk yang akan memberikan rasa aman 
kepada masyarakat dan peraturan Daerah Kab.Enrekang Nomor 01 
Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di 
Kecamatan Curio. Dalam pelayanan KTP dan KK, masyarakat surat 
panggilan sebagai alat bukti transaksi pelayanan. Ketepatan waktu 
penyelesaian dalam pelayanan dapat langsung diukur oleh masyarakat 
pengguna layanan. Akuntabilitas publik pada pelayanan e-KTP dan KK 
terwujud melalui pemberian surat panggilan transaksi pelayanan. Surat 
panggilan tersebut memberikan kejelasan dan kepastian waktu dan biaya 
pelayanan. serta menghindarkan masyarakat dari pungutan liar. 
Kecamatan Curio menyediakan sarana pengaduan terhadap 
pelayanan yang diberikan aparat Pemerintah Kecamatan Curio. Sarana 
tersebut antara lain, penyampaian secara langsung kepada petugas, 
melalui surat yang disampaikan pada kotak saran, melalui surat kabar, 
melalui pejabat pemerintah kota (bupati atau pejabat lainnya). 
Penanganan terhadap keluhan masyarakat dilakukan sejak dari penerima 
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keluhan, jika tidak bisa diatasi, diserahkan kepada kepala seksi yang 
memiliki kewenangan, selanjutnya dilaporkan kepada sekretaris camat, 
hingga jika tidak bisa diatasi, maka akan diserahkan kepada camat.  
Transparansi penyelenggaraan tugas dan fungsi aparat pemerintah 
Kecamatan Curio  meliputi keterbukaan informasi peraturan daerah,  
informasi prosedur pelayanan administrasi kependudukan dan surat 
keterangan, dan informasi biaya pembuatan e-KTP dan KK. Sarana yang 
dipergunakan dalam menyediakan informasi tersebut dilakukan melalui 
media internet, media cetak, papan pengumuman, dan aparat kecamatan 
serta perwakilan masyarakat (RT). Penyediaan sarana pengaduan 
terhadap pelayanan di Kecamatan Curio juga merupakan salah satu 
praktik transparansi pemerintahan. 
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1.1 Latar Belakang Penelitian 
  Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk 
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraannya, 
sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik 
buruknya penyelenggaran pelayanan publik. Pembukaan Undang-Undang Dasar 
1945 pun secara tegas menyatakan bahwa salah tujuan didirikan Negara 
Repubik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa.  
  Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang belum sesuai dengan 
apa amanatnya melahirkan reformasi yang berdampak pada  perubahan 
pemerintahan. Salah satu cara yang ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut 
adalah melalui penerapan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa 
atau dikenal dengan istilah good goevernance dalam birokrasi. 
  Istilah “governance” sebenarnya sudah dikenal dalam literatur 
administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson 
memperkenalkan bidang studi tersebut kira-kira 1125 tahun yang lalu. Tetapi 
selama itu governance hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi 
korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Wacana tentang “governance” dalam 
pengertian yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai tata 
pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan atau pengelolaan pemerintahan, 
baru muncul sekitar 15 tahun belakangan ini, terutama setelah berbagai lembaga 
pembiayaan internasional mempersyaratkan “good governance” dalam berbagai 
program bantuannya. 25 
Berbagai pendapat mencoba merumuskan tentang good governance. 
Salah satunya Asian Development Bank yang menegaskan adanya konsensus 
umum bahwa good governance dilandasi oleh 4 pilar yaitu: 
(1) accountability, 
(2) transparency, 
(3) Rule of Law, dan 
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Sementara itu, menurut BKKP (LAN,2000;7), merumuskan good 
governance sebagai berikut : 27 
1. Partisipation; setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan 
keputusan, baik secara langsungmaupun secara intermediasiinstitusi 
legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi semacam ini di 
bangun atas dasar keabsahan berasosiasi dan berbicara serta 
berpartisipasi secara konstruktif. 
2. Rule of law; kerangka hukum harus adil dan dilandaskan tanpa pandang 
bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. 
3. Transparancy; transparansi di bangun atas dasar keabsahan arus 
informasi. Proses-proses,lembaga dan informasi yang secara langsung 
dapat di terima oleh mereka yang membutuhkan, 
4. Responsive; (daya tanggap) lembaga-lembaga dan proses-proses harus 
mencoba melayani setiap stakeholsers, 
5. Consensus orientation; good governance menjadi perantara kepentingan 
yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang 
lebih luas, baik dalam kebijakan-kebijakan maupun dalam prosedur-
prosedur.  
6. Equiti; semua warga negara baik laki-laki atau perempuan mempunnyai 
kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka, 
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7. Effectiveness and efficiency; proses-proses dan lembaga-lembaga 
menghasilkan sesuai dengan apa yang telah di gariskan dengan 
menggunakan sumber sumber yang tersediasebaik mungkin.  
8. Accountabillity; para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor 
swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik 
dan lembaga-lembaga stakeholders,akuntabilitas ini bergantung pada 
organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut 
untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.  
9. Strategic vision; para pemimpin dan publik harus mempunnyai perspektif 
good governance dan pengembangan yang luas dan jauh ke depan 
sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.   
Sementara asas good governance menurut Undang Undang no.28 Tahun 
1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 
Korupsi,kolusi dan Nepotisme ; 28 
1. Kepastian hukum; mengutamakan landasan peraturan perundang 
undangan kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penelengaraan 
Negara. 
2. Tertib Penyelenggaraan Negara; mengutamakan keteraturan, keserasian 
dan keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggaraan Negara. 
3. Kepentingan Umum; mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara 
yang aspiratif,akomodatif,dan selektif. 
4. Keterbukaan; membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 
informasi yang benar,jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelengaraan 
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negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi 
pribadi,golongan, dan rahasia Negara. 
5. Proporsionalitas; mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban 
penyelenggara Negara. 
6. Profesionalitas; mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan 
ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. 
7. Akuntabilitas; setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 
penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. 
 Melihat karakteristik yang dimilikinya, dapat dikatakan bahwa good 
governance merupakan jawaban atas birokrasi yang kaku, tidak transparan dan 
memegang peranan yang luas dalam kehidupan masyarakat. Hal-hal yang 
demikian telah membuat kekuasaan birokrasi semakin besar, sehingga 
kemungkinan penyalahgunaan wewenang semakin besar pula.   
 Good governance bukan berarti menjadikan birokrasi sebagai “penjaga 
malam”. Konsep good governance memiliki tiga pilar utama yakni negara, swasta 
dan masyarakat. Ketiga pilar ini berjalan sejajar sebagai mitra dalam 
pelaksanaan pemerintahan yang memiliki peranmasing-masing.Pemerintah 
berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, swasta 
menciptakan pekerjaan dan pendapatan sedangkan masyarakat berperan positif 
dalam interaksi sosial, ekonomi, politik termasuk mengajak kelompok-kelompok 
dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan 
politik.29 
 Berkaitan dengan upaya pelaksanaan good governance, UU No 32 tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu instrumen yang 
merefleksikan keinginan pemerintah untuk melaksanakan tata pemerintahan 
yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pola pemerintahan 
yang bersifat sentralistik diubah menjadi pola desentralisasi dengan memberikan 
otonomi yang luas kepada daerah khususnya daerah kabupaten/kota. 30 
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 Otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab perlu dilaksanakan 
dengan mengacu kepada tata-pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah 
mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan 
masyarakat berdasarkan prinsip good governance diantaranya keterbukaan, 
partisipasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.31 
Menyadari hal sebagaimana yang disebutkan di atas, Pemerintah 
Kabupaten Enrekang mecoba menerapkan tata pemerintahan yang baik dalam 
pelaksanaan pemerintahannya. 
Perwujudan good governance dalam pemerintah Kabupaten Enrekang 
dapat kita lihat salah satunya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparat 
pemerintah kecamatan yang transparan. Salah satunya terlihat pada manajemen 
pelayanan administrasi kependudukan, khususnya penerbitan Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) dimana prosedur penerbitan KTP ditetapkan melalui peraturan 
daerah. Secara teknis dapat dilihat penerapannya pada Kantor Kecamatan Curio 
yang menyediakan pengumuman mengenai prosedur pelayanan. Seksi informasi 
disiapkan untuk memberikan penjelasan mengenai pelayanan di kecamatan 
tersebut.  
Menganalisa dari program e-KTP ini tidak terlepas dari penerapan 
Prinsip-prinsip good governance yang samapai saat ini merupakan salah satu 
tolak ukur pemerintahan baik dan berkualitas sehingga hal ini perlu diterapkan 
dalam pemerintahan khususnnya di kabupaten enrekang. Selain itu masih 
kurangnnya dilakukan evaluasi/penelitian atas penerapan prinsip-prinsip good 
governance sehingga melalui penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan 
menjadi  tolak ukur sekaligus sebagai spirit yang memotivasi pemerintah di 
wilayah lainnya guna menjawab tantangan perubahan ke arah perbaikan 
pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat demi terwujudnya 
kesejahteraan rakyat. 
Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan 
Tugas dan Fungsi Aparat Pemerintah di Kecamatan Curio Kabupaten 
Enrekang ”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
  Berdasarkan uraian di atas maka masalah dalam penelitian ini 
dirumuskan  sebagai berikut: 
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4. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas 
dan fungsi aparat pemerintah di Kecamatan Curio? 
5. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pelaksanaan tugas 
dan fungsi aparat pemerintah di Kecamatan Curio? 
6. Bagaimana penerapan prinsip supremasi hukum dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsi aparat pemerintah di Kecamatan Curio? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Penilitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui  tentang penerapan prinsip akuntabilitas dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintah di Kecamatan Curio. 
2. Untuk memberikan gambaran tentang penerapan prinsip transparansi 
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintah di Kecamatan 
Curio. 
3. Untuk memberikan gambaran tentang penerapan prinsip supremasi 
hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintah di 
Kecamatan Curio. 
1.4 Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 
1. Kegunaan akademis, hasil penelitiaan ini diharapkan dapat menjadi 
bahan kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan Ilmu 
Pemerintahan dan disiplin ilmu lainnya yang relevan dengan lokus dan 
fokus penelitian serta dapan menambah khazanah pengetahuan bagi 
pembaca. 
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapakan menjadi bahan 
informasi, masukan dan pertimbangan bagi kalangan pemerintahan 
82 
 
khususnya pemerintah Kabupaten Enrekang, serta sebagai referensi bagi 
masyarakat guna terwuudnnya interaksi yang selaras dan seimbang 
antara stekholder dalam masyarakat. 
1.5 Kerangka Konseptual 
 Penerapan Prinsip Good Governance dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsi aparat pemerintah di Kabupaten Enrekang Provinsi Sul-Sel dalam 
penelitian ini akan diuraikan dengan menggunakan beberapa konsep dan teori. 
Konsep teori tersebut antara lain teori good governance, teori prinsip 
akuntabilitas, prinsip transparansi dan prinsip supremasi hukum serta faktor-
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan good governance.  
 Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang 
solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga 
kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara negara, sektor swasta dan 
masyarakat 32. Tascherau dan Campos sebagaimana yang dikutip Toha 
menjelaskan bahwa good governance merupakan suatu kondisi yang menjamin 
adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseimbangan peran serta 
adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen pemerintah 
(government), rakyat (citizen) atau civil society dan usahawan (business) yang 
berada di sektor swasta.33 
 Pendapat di atas menunjukkan bahwa good governance merupakan 
penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dimana terdapat hubungan sinergis 
dan konstruktif diantara pemerintah, swasta dan masyarakat berdasarkan 
karakteristik tertentu. Berbagai versi maupun indikator yang digunakan dalam 
menguraikan karakteristik good governance. UNDP mengajukan karakteristik 
good governance yang terdiri dari participation, rule of law, transparency, 
responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, 
accountability serta strategic vision..34 World Bankmemberikan 4 prinsip dari 
good governance, yaitu (1) accountability, (2) transparency, (3) predictability, dan 
(4) participation.35 Ganie-Rochman mengemukakan good governance memiliki 
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empat prinsip utama yaitu, accountability, kerangka hukum, informasi dan 
transparansi.36 
 Berkaitan dengan upaya pelaksanaan good governance, UU No 32 tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu instrumen yang 
merefleksikan keinginan pemerintah untuk melaksanakan tata pemerintahan 
yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Praktik 
kepemerintahan yang baik mensyaratkan bahwa pengelolaan dan keputusan 
manajemen publik harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara 
transparan dengan ruang partisipasi sebesar-besarnya bagi masyarakat yang 
terkena dampaknya. Konsekuensi dari akuntabilitas pemerintahan adalah adanya 
transparansi pemerintahan yang selanjutnya akan mendorong masyarakat dalam 
berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.37 
 Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban 
atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan 
hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak 
atauberkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.38 
Akuntabilitas publik (public acountability) merupakan prasyarat penting untuk bisa 
menciptakan efesiensi produksi dan pelayanan jasa publik.  
 Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut di semua 
tahap mulai dari penyusunan program kegiatan dalam rangka pelayanan publik, 
pembiayaan, pelaksanaan, dan evaluasinya, maupun hasil dan dampaknya. 
Akuntabiltas dilakukan kepada pihak yang memberikan kewenangan (Internal) 
dan pihak yang dikenai dampak penyelenggaraan pemerintahan (eksternal).  
 Secara internal pertanggungjawaban dapat berbentuk hasil kerja atas 
pelaksanaan tugas dan fungsi kepada instansi/pihak yang memberikan 
kewenangan. Hasil kerja tersebut diberikan dalam bentuk laporan secara periodik 
yang kemudian akan diukur sejauh mana pencapaiaannya sesuai dengan 
standar-standar serta visi dan misi organisasi.  
 Pertanggungjawaban eksternal sangat berkaitan dengan transparansi dan 
partisipasi masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban secara eksternal adalah 
dengan menyediakan akses informasi berkaitan dengan penyelenggaraan 
pemerintahan, baik dalam pengambilan keputusan, prosedur pelaksanaan dan 
tujuan dan harapan yang dicapai. Melalui akses ini masyarakat dapat 
memberikan penilaian dan masukan serta laporan jika pada penyelenggaraan 
pemerintahan tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan serta 
harapan masyarakat.  
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 Salah satu syarat terlaksananya prinsip akuntabilitas adalah adanya 
keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan ini terwujud dalam 
prinsip transparansi. Kedua prinsip ini merupakan aspek yang penting dalam 
membangun kepercayaan masyarakat.  
 Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi 
setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan 
pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Dalam pengertian ini pemerintah 
harus dapat memberikan informasi yang layak kepada siapapun yang 
membutuhkan mengenai tindakan yang dilakukan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Adapun indikator transparansi pemerintahan antara lain : 39 
a.  akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu (accurate & timely) 
tentang kebijakan ekonomi dan pemerintahan yang sangat penting bagi 
pengambilan keputusan ekonomi oleh para pelaku swasta. Data tersebut 
harus bebas didapat dan siap tersedia (freely & readily available) 
b.  aturan dan prosedur yang “simple, straightforward and easy to apply” 
untuk mengurangi perbedaan dalam interpretasi. 
 Transparansi pemerintahan akan memotivasi tumbuhnya peran serta 
masyarakat. Dengan adanya informasi mengenai penyelenggaraan 
pemerintahan, masyarakat dapat menanggapi baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Dengan demikian pemerintahan yang transparan membutuhkan 
akses  masyarakat dalam berpartisipasi, utamanya dalam memberikan masukan 
terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. 
 Supremasi hukum prinsip ini mengandung arti bahwa kepemerintahan 
yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa 
keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang ditempuh. Oleh karena itu, 
setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan harus selalu dirumuskan, 
ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang sudah 
melembaga dan diketahui oleh masyarakat umum, serta memiliki kesempatan 
untuk mengevaluasinya. Masyarakat membutuhkan dan harus dapat diyakinkan 
tentang tersedianya suatu proses pemecahan masalah perbedaan pendapat 
(conflict resolution), dan terdap prosedur umum untuk membatalkan sesuatu 
peraturan atau peraturan perundangan tertentu. Hal ini penting untuk 
dikemukakan, mengigat bahwa kenyataanya sektor swasta dewasa ini terlibat 
dalamperekonomian nasional maupun internasional dan banyak terdapat 
kebutuhan untuk memiliki kejelasan tentang kerangka hukum yang mampu 
melindungi hak-hak kepemilikan seseorang dan yang mampu menghormati nilai-
nilai perjanjian dalam suatu kontrak bisnis. kerangka aturan hukum dan 
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perundang-undangan haruslah berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara 
utuh, terutama aturan hukum tentang Hak-hak asasi manusia. 
 Pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintah melaui prinsip good 
governance ditunjang oleh berbagai faktor yang mempengaruhi. Penerapan 
prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pemerintahan 
memerlukan komitmen semua pihak utamanya pemerintah daerah. Thoha 
menegaskan bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan 
berwibawa sangat tergantung kepada hal-hal berikut ini:40 
1. Pelaku-pelaku dari pemerintahan, dalam hal ini sangat ditentukan oleh 
kualitas sumber daya aparaturnya. 
2. Kelembagaan yang dipergunakan oleh pelaku-pelaku pemerintahan untuk 
mengaktualisasikan kinerjanya. 
3. Perimbangan kekuasaan yang mencerminkan seberapa jauh 
pemerintahan itu harus diberlakukan. 
4. Kepemimpinan dalam birokrasi publik yang berakhlak, berwawasan 
(visionary), demokratis dan responsif. 
 Penerapan prinsip good governance juga dipengaruhi oleh faktor dari luar 
organisasi pemerintahan. Good governance mensyaratkan keseimbangan peran 
pemerintah, masyarakat dan swasta. Ketiga domain tersebut harus berjalan 
secara sinergis dan konstruktif. Penerapan prinsip good governance dalam 
penyelenggaraan pemerintahan memerlukan upaya tingkat partisipasi 
masyarakat dan dukungan swasta.  
Uraian di atas merupakan kerangka konseptual yang menjadi landasan teori 
yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk lebih mudah memahami kerangka 
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1.6 Metode Penelitian 
1.6.1 Tipe dan dasar Penelitian 
Tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Penelitian ini 
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penerapan prinsip 
akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum dalam pelaksanaan tugas 
dan fungsi Aparat pemerintah di Kecamatan Curio dalam rangka 
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Dasar penelitian yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk 












studi literatur yang dianggap dapat memberikan bahan dan informasi yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 
Menggunakan metode Kualitatif dengan desain penelitian deskriptif 
analis adalah: 41 
Untuk menemukan bahwa berbagai fakta dengan interprestasi yang 
tepat dan melukiskan secara akurat sifat dari beberapa fenomena, 
kelompok, atau individu, serta hasil penemuan, dengan menggunakan 
metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 
melahirkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 
orang dan perilaku yang diamati.    
 
 
1.6.2 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang 
Provinsi Sulawesi Selatan. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan atas 
pertimbangan kesesuaian antara rencana strategis kecamatan curio 
dengan prinsip-prinsip good governance. Hal ini tentu sangat 
mempengaruhi peran pemerintah kecamatan dalam melaksanakan prinsip 
good governance dengan baik. 
1.6.3 Objek Penelitian dan Informan  
a) Objek Penelitian adalah Pemerintah Kecamatan Curio. 
b) Informan  
Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling, yaitu teknik penarikan sampel informan yang dilakukan 
dengan memilih secara sengaja informan yang terlibat langsung atau 
memahami informasi yang dibutuhkan sesuai dengan masalah dan tujuan 
penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah aparat pemerintah 
Kecamatan Curio yang dianggap memiliki kedudukan strategis dalam 
struktur organisasi kecamatan.  
Data dari informan yang berasal dari aparat pemerintah kecamatan 
akan diperkuat oleh data dari masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, 
ditentukan pula informan dari Masyarakat yang dijadikan responden 
merupakan masyarakat yang sedang menggunakan jasa layanan di Kantor 
Kecamatan Curio serta tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di 
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Kecamatan Curio dan dianggap dapat memberikan informasi yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun informan yang terpilih adalah:  
1. Camat Curio,  
2. Sekertaris Camat Curio,  
3. Kepala Seksi Kecamatan,  
4. Staf kecamatan (3 orang),  
5. tenaga harian lepas dan  
6. tenaga bantu (9 orang),  
7.  masyarakat, serta tokoh masyarakat. 
1.6.4 Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari: 
1.6.4.1 Data primer, data yang diperoleh dari hasil wawancara 
yang penulis lakukan  terhadap informan yang dianggap 
memiliki kapasitas dalam memberikan bahan dan 
informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.  
1.6.4.2 Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan maupun 
arsip-arsip resmi serta bahan pustaka yang dapat 
mendukung kelengkapan data primer.  
1.6.5 Teknik pengumpulan data 
Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka dalam 
penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yang disesuaikan 
dengan maksud dan tujuan penelitian. Semua data yang dibutuhkan 
dalam penelitian ini dikumpulkan melalui: 
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a) Observasi, pengamatan langsung terhadap objek kajian yang 
sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan 
informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti 
serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban informan 
dengan kenyataan yang ada. 
b) Wawancara, teknik pengumpulan data yang dimaksudkan 
untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui 
dialog langsung antara peneliti dengan para informan dan 
responden. Wawancara dilakukan dengan menggunakan 
daftar pertanyaan berstruktur. 
c) Studi literatur, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari 
buku-buku, dokumen-dokumen, dan bahan-bahan referensi 
lainnya yang berkaitan dengan penelitian.  
1.6.6 Analisis Data 
Di dalam penelitian ini, untuk menganalisis data yang telah 
dikumpulkan dan diseleksi digunakan teknik analisis data deskriptif 
yaitu data-data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer 
maupun sekunder selanjutnya disusun, dianalisis, diinterpretasikan 
untuk kemudian dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas 
masalah yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini 
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menggunakan pengembangan teknik analisis yang dapat diuraikan 
sebagai berikut: 42 
1) Reduksi data 
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan pemerhatian 
pada penyederhanaan, pengabstrakan ,dan transformasi data kasar 
yang diperoleh dari catatan lapangan. Cara mereduksinya dengan 
meringkas, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, dan 
menulis memo. 
2) Penyajian data 
Penyajian data dirancang guna menggabungkan informasi yang 
tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih, misalnya 
dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan, bagan 
yang kesemuanya itu disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. 
Penyajian data dilakukan dengan menyusun sekumpulan informasi 
yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 
pengambilan tindakan. 
3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi 
Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat 
keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, yang 
mungkin alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan juga 
diverifikasi, yaitu pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran 
penganalis selama penyimpulan, tinjauan ulang pada catatan-
catatan lapangan, tukar pikiran diantar teman sejawat (Focus Grup 
Discussion/ FGD), atau meminta respon atau komentar kepada 
responden yang telah dijaring datanya untuk membaca kesimpulan 
yang telah disimpulkan peneliti, kekokohannya, dan kecocokannya. 
1.7 Definisi Operasional 
1.7.1 Aparat Pemerintah di Kecamatan Curio adalah pegawai kecamatan 
yang bertugas di Kantor Kecamatan Curio yang dioperasionalkan 
sebagai berikut: 
a) Pegawai yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil. 
b) Pegawai yang diangkat sebagai pegawai kontrak dan honorer. 
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1.7.2 Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik  di 
kantor kecamatan Curio  adalah penyelenggaraan pemerintahan 
negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, 
dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara 
negara, sektor swasta dan masyarakat. Maka dari itu pelayanan 
publik yang diberikan oleh aparat pemerintah di kecamatan Curio  
dapat menerapkan prinsip Good Governance yg diliputi tiga prinsip 
yaitu: 
a. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintah atas 
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kepada 
instansi/pihak yang memberikan kewenangan (internal) serta 
kepada masyarakat (eksternal) yang dikenai dampak tindakan 
tersebut. Akuntabilitas dioperasionalkan sebagai berikut: 
b. Adanya mekanisme pelaporan atas kinerja kepada 
instansi/pihak yang berwenang. 
c. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas 
peraturan hukum yang berlaku, memiliki prosedur serta 
standar yang jelas. 
d. Adanya mekanisme tindak lanjut pengaduan masyarakat. 
1.7.3 Transparansi adalah keterbukaan pemerintah terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan akses 
kepada pihak yang membutuhkan atas informasi yang layak 
mereka terima. Transparansi dioperasionalkan sebagai berikut: 
a. Adanya  sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua 
proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. 
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b. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-
pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan 
publik, maupun proses-proses didalam sektor publik. 
c. Adanya mekanisme pelaporan dan penyebaran informasi 
penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan. 
1.7.4 Supremasi Hukum yaitu Kerangka  hukum  yang  adil  dan  
diberlakukan  tanpa  pandang  bulu  sehingga siapapun  yang  
melanggar  harus  diproses  dan  ditindak sesuai  dengan  
ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Wujud  
nyata  prinsip  ini  mencakup upaya pemberdayaan lembaga-
lembaga penegak hukum, penuntasan kasus KKN dan 
pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan 
kesadaran hukum serta pengembangan budaya hukum.  
Tugas dan fungsi aparat pemerintah di Kecamatan Curio adalah 
segala aktivitas yang dilaksanakan oleh aparat kecamatan yang diatur 
berdasarkan peraturan UU Nomor 32 tahun 2004 dan peraturan daerah 
Kabupaten Enrekang no.05 tahun 2008 tentang pembentukan, susunan 
Organisasi dan Tata kerja Kecamatan enrekang daerah Kabupaten 
Enrekang. Serta Peraturan Bupati Enrekang no. 34 tahun 2009 tentang 
Tugas Pokok,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten 
Enrekang (pasal 2 ayat 2). Tugas dan fungsi tersebut dioperasionalkan 
sebagai berikut: 43 
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), menyelenggarakan fungsi: 
a. Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati 
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; 
b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
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c. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan 
ketertiban umum; 
d. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan 
perundang-undangan; 
e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan 
umum; 
f. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di 
tingkat kecamatan; 
g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan; 
h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
tugasnnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan 
desa atau kelurahan; 
i. Pembinaan dan kesekretariatan kecamatan; 

























 Tinjauan pustaka merupakan panduan penulisan dalam aspek 
konseptual - teoritis. Pada bagian ini akan dipaparkan berbagai konsep 
teori yang dijadikan sebagai alat analisis terhadap masalah yang diangkat 
dalam skripsi ini. 
2.1 Prinsip-Prinsip good governance 
Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada Negara 
untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi 
kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat 
ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaran pelayanan publik. 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun secara tegas menyatakan 
bahwa salah tujuan didirikan Negara Repubik Indonesia adalah untuk 
memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa.  
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 yang belum sesuai 
dengan apa amanatnya melahirkan reformasi yang berdampak pada  
perubahan pemerintahan,. Salah satu cara yang ditempuh untuk 
mewujudkan hal tersebut adalah melalui penerapan tata pemerintahan 
yang baik, bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah good 
goevernance dalam birokrasi. 
Berbagai pendapat mencoba merumuskan tentang good 
governance. Salah satunya Asian Development Bank yang menegaskan 
adanya konsensus umum bahwa good governance dilandasi oleh 4 
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prinsip yaitu (1) accountability, (2) transparency, (3) predictability, dan (4) 
participation. Sementara itu, Depdagri dan UNDP, merumuskan good 
governance ke dalam sepuluh karakteristik. Kesepuluh karakteristik good 
governance terdiri atas, kesetaraan (equity), pengawasan (supervision), 
penegakan hukum (law enforcement), daya tanggap (responsiveness), 
efisiensi dan efektivitas (effectiveness and efficiency), partisipasi 
(participation), profesionalisme atau profesionalitas (professionalism), 
akuntabilitas (accountabiliy), wawasan ke depan (strategic vision), dan 
transparansi (transparency). 
Good governance bukan berarti menjadikan birokrasi sebagai 
“penjaga malam”. Konsep good governance memiliki tiga pilar utama yakni 
negara, swasta dan masyarakat. Ketiga pilar ini berjalan sejajar sebagai 
mitra dalam pelaksanaan pemerintahan yang memiliki peran masing-
masing. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum 
yang kondusif, swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan 
sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, 
politik termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik. 
Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara 
yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan 
menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara negara, sektor 
swasta dan masyarakat. Tascherau dan Campos sebagaimana yang 
dikutip Toha menjelaskan bahwa good governance merupakan suatu 
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kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan 
keseimbangan peran serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh 
komponen pemerintah (government), rakyat (citizen) atau civil society dan 
usahawan (business) yang berada di sektor swasta.  
Pendapat mengenai prinsip good governance berbeda-beda dari 
satu lembaga ke lembaga lain, dari satu pakar ke pakar lainnya 
sebagaimana terlihat di atas. Namun, dapat disimpulkan bahwa paling 
tidak terdapat sejumlah prinsip yang dapat dianggap sebagai prinsip-
prinsip utama yang melandasi good governance, yaitu (1) akuntabilitas, (2) 
transparansi, dan (3) partisipasi. Ketiga prinsip utama ini saling 
mempengaruhi dan mendukung pelaksanaan masing-masing. 
1.1.0. Akuntabilitas 
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan 
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan 
tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada 
pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan 
atau pertanggungjawaban.44 Akuntabilitas merupakan prasyarat penting 
untuk bisa menciptakan efesiensi produksi dan pelayanan jasa publik. 
Akuntabilitas juga merupakan salah satu instrumen untuk mengembalikan 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.  
Paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan menegaskan 
bahwa sistem di mana pertanggungjawaban mengalir ke atas melalui 
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rantai komando tidak seefektif sistem di mana pertanggungjawaban 
mengalir ke masyarakat yang diselenggarakan kepentingannya. Namun, 
perlu diperhatikan bahwa sistem pertanggungjawaban tersebut masih 
dalam kerangka peraturan dan standar yang ditetapkan oleh mereka yang 
mengarahkan organisasi pemerintahan.45 
Dari pengertian di atas terlihat bahwa akuntabilitas pemerintahan 
terdiri atas pertanggungjawaban terhadap instansi/ pihak yang lebih tinggi 
(internal) dan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (eksternal) 
tergantung pada dampak penerapan kebijakan. Hal ini sejalan dengan 
yang diuraikan oleh UNDP46 mengenai prinsip akuntabilitas yakni di mana 
para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan 
masyarakat (civil society) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga 
stake holders.  
Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut di 
semua tahap mulai dari penyusunan program kegiatan dalam rangka 
pelayanan publik, pembiayaan, pelaksanaan, dan evaluasinya, maupun 
hasil dan dampaknya. Untuk mengukur akuntabilitas pemerintahan secara 
objektif perlu adanya standar dan indikator yang jelas untuk mengukur 
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, hasil pengukuran tersebut 
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dipublikasikan serta ketika ada pelanggaran harus ada mekanisme 
pelaporan dan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi.  
Miftah Thoha47 menjelaskan bahwa salah satu wujud dari 
akuntabilitas itu ialah agar semua produk hukum dan kebijakan yang 
menyangkut kehidupan rakyat banyak harus diupayakan didasarkan atas 
undang-undang. Peraturan perundang-undang dijadikan sebagai salah 
satu indikator dalam mengukur proses penyelenggaraan pemerintahan. 
Dengan produk hukum yang berupa undang-undang ini rakyat mempuyai 
akses untuk mengatur dan mengendalikannya.  
Secara internal, pertanggungjawaban dapat berbentuk hasil kerja 
atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada instansi/ pihak yang 
memberikan kewenangan. Hasil kerja tersebut diberikan dalam bentuk 
laporan secara periodik yang kemudian akan diukur sejauhmana 
pencapaiannya sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan 
berdasarkan visi dan misi organisasi.  
Pertanggungjawaban eksternal kepada publik sangat berkaitan 
dengan transparansi dan partisipasi masyarakat. Bentuk 
pertanggungjawaban secara eksternal adalah dengan menyediakan akses 
informasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam 
pengambilan keputusan, prosedur pelaksanaan dan tujuan dan harapan 
yang dicapai. Melalui akses ini masyarakat dapat memberikan penilaian 
dan masukan serta laporan jika pada penyelenggaraan pemerintahan 
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tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan serta harapan 
masyarakat.  
Akuntabilitas melibatkan birokrasi dan para pegawai-pegawainya 
untuk mengelola bermacam-macam kehendak yang berasal dari dalam 
dan luar organisasinya. Berkaitan dengan hal ini, Herbert J. Spiro 
menjelaskan “contemporary bureaucrat is in fact, and should be, 
accountable to several different authorities, for different purpose, to 
different degrees, and in terms of different though mutually complimantary 
standards”. (birokrasi saat ini pada kenyataannya, dan seharusnya, dapat 
bertanggungjawab terhadap beberapa kewenangan yang berbeda, untuk 
tujuan yang berbeda, pada tingkatan yang berbeda, dan dalam syarat-
syarat dari kesatuan standar-standar yang berbeda). 48 
Dilihat sebagai suatu strategi untuk mengelola kehendak 
(expectation), akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan memiliki 4 
bentuk sistem. Pembedaan tersebut didasarkan pada (1) apakah 
kemampuan untuk merumuskan dan mengontrol kehendak-kehendak 
tersebut dipegang oleh kesatuan tertentu di dalam atau di luar organisasi 
dan (2) derajat kontrol yang diberikan atas kesatuan tersebut (di dalam 
atau di luar organisasi) untuk merumuskan kehendak-kehendak lembaga 
itu.49 
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Tabel 2.1. Tipe Sistem Akuntabilitas 


















Dari sisi dimensi pertama, manajemen kehendak-kehendak 
lembaga melalui mekanisme pertanggungjawaban itu membutuhkan 
adanya sumber kontrol otoritatif. Sumber-sumber kontrol internal 
bersandar pada otoritas inheren pada kaitan hirarkis formal maupun kaitan 
sosial informal di dalam lembaga tersebut. Sumber-sumber kontrol 
eksternal mencerminkan adanya pembedaan yang sama, otoritasnya 
dapat diperoleh dari tatanan-tatanan formal di dalam hukum atau kontrak-
kontrak legal maupun praktik kekuasaan informal yang dipengaruhi 
kepentingan-kepentingan dari luar lembaga. 
Unsur kedua dalam setiap sistem pertanggungjawaban adalah 
derajat kontrol atas pilihan-pilihan lembaga serta operasi-operasi yang 
dilaksanakan oleh sumber-sumber kontrol tersebut. Derajat kontrol yang 
tinggi mencerminkan kemampuan pengawas untuk menentukan 
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jangkauan dan dan kedalaman tindakan yang dapat diambil oleh suatu 
lembaga negara dan aparaturnya. 
Perpaduan dua dimensi di atas menghasilkan 4 tipe sistem 
akuntabilitas pemerintahan50. Pertama, akuntabilitas birokratik. Melalui 
pendekatan ini, kehendak-kehendak administrator publik dikelola dengan 
memfokuskan perhatian pada prioritas hirarki birokrasi puncak. Kontrol 
supervisi diterapkan secara intensif terhadap seluruh aktivitas lembaga. 
Fungsi sistem akuntabilitas birokratik melibatkan dua perpaduan:                 
(1) hubungan formal dan terorganisir antara atasan dan bawahan di mana 
terdapat keharusan untuk mengikuti ketentuan yang tidak bisa dibantah 
atau dipertanyakan; dan (2) supervisi tertutup atau sistem standar 
prosedur baku. Akuntabilitas birokratik merupakan akuntabilitas yang 
bersifat kaku dengan melaksanakan secara penuh standar dan prosedur 
yang ditetapkan.  
Kedua, pertanggungjawaban legal. Memiliki kesamaan dengan 
akuntabilitas birokratik dengan melibatkan penerapan kontrol yang terus-
menerus terhadap seluruh aktifvitas administrasi publik. Perbedaannya 
terletak pada keterikatan antara pengawasan pihak-pihak luar lembaga 
yang memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi atau menuntut 
kewajiban-kewajiban formal tertentu dengan anggota organisasi yang 
terdapat pada akuntabilitas legal. Hubungan tersebut berdasarkan atas 
kesepakatan formal diantara lembaga publik dan pengawasnya. 
                                                             
50
 Wahyudi K, Ibid.,  hlm.183-188. 
102 
 
Ketiga, akuntabilitas profesional. Kunci dari sistem akuntabilitas ini 
adalah diferensiasi keahlian dalam lembaga tersebut. Lembaga negara 
harus memiliki pegawai-pegawai yang ahli untuk melaksanakan solusi 
atas setiap permasalahan dengan tepat. Pegawai tersebut diharapkan 
dapat mempertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan mereka sendiri 
guna memastikan pemimpin-pemimpin lembaga bahwa mereka telah 
melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya. Dengan demikian akuntabilitas 
profesional dicirikan oleh penempatan kontrol terhadap aktivitas 
organisasi ditangan para pejabat yang punya kepakaran atau 
keterampilan khusus dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. 
Kempat, akuntabilitas politik. Daya tanggap terhadap kepentingan 
publik merupakan karakteristik sistem akuntabilitas politik. Kunci 
hubungan sistem akuntabilitas menyerupai hubungan antara seorang 
wakil rakyat dengan warga pemilih. Birokrasi berada pada posisi wakil 
rakyat dan warga pemilih (kepada siapa mereka harus bertanggungjawab) 
sebagai masyarakat yang dilayani. 
Berdasarakan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 
sistem akuntabilitas birokratik manajemen kehendak lembaga dikelola 
melalui suatu tatanan hirarkis yang berlandaskan pada keterkaitan 
hubungan supervisial, sistem akuntabilitas legal mengelola kehendak-
kehendak melalui suatu keterkaitan kontraktual (ditetapkan dalam 
peraturan), sistem profesional bersandar pada pengakuan atas perbedaan 
keahlian, serta sistem pertanggungjawaban politik menunjuk pada daya 
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tanggap terhadap kehendak rakyat sebagai sarana untuk menangani 





Transparansi merupakan aspek yang penting dalam membangun 
kepercayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan yang 
transparan dapat memberikan jaminan dan kepastian bagi pihak-pihak 
yang berkepentingan. Pertanggungjawaban dan aturan hukum 
memerlukan keterbukaan dan informasi yang baik sehingga jenjang 
administrasi yang lebih tinggi, pengawas eksternal serta masyarakat 
umum dapat melakukan verifikasi terjadap kinerja administrasi 
pemerintahan dan kesesuaiannya terhadap hukum.   
Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi 
terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Perwujudan 
tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, 
keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses 
penyelenggaraan pemerintahan.51 Keterbukaan dan kemudahan informasi 
penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan 
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berbagai indikator good governance yang lain, utamanya akuntabilitas dan 
partisipasi. 52  
Transparansi memberikan akses kepada pihak yang 
berkepentingan untuk dapat menilai tidakan pemerintah. Dengan 
memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah 
melakukannya, dan seberapa jauh tindakan pemerintah itu sesuai dengan 
nilai-nilai yang ada, akan memudahkan penilaian terhadap akuntabilitas 
pemerintahan.  
Tansparansi juga dapat menumbuhkan partisipasi. Prosedur dan 
standar mengenai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan 
publik yang terbuka dan mudah diketahui dapat mendorong pihak lain 
untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.  
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan 
bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan 
pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan 
pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.53 Dalam pengertian ini 
pemerintah harus dapat memberikan informasi yang layak kepada 
siapapun yang membutuhkan mengenai tindakan yang dilakukan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan.  
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Pemerintah memiliki akses terhadap banyak informasi penting. 
Informasi tersebut dapat berupa alasan yang melatarbelakangi tindakan, 
bentuk tindakan serta waktu dan cara melakukan tindakan.54 Alokasi 
anggaran juga merupakan informasi yang penting. Masyarakat dan 
stakeholders perlu mengetahui seberapa besar pemerintah memberikan 
perhatian terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat.55 
Pendapat tentang transparansi di atas terangkum dalam pendapat 
yang disampaikan oleh Hari Sabarno mengenai transparansi dalam 
pemerintahan daerah. Beliau berpendapat bahwa transparansi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi berbagai dimensi yang 
meliputi transparansi anggaran, transparansi pelaksanaan program kerja 
pemerintah, dan transparansi pertanggungjawaban kinerja.56 
Transparansi tidak hanya menyangkut penyebaran informasi saja, 
tetapi juga memiliki beberapa persyaratan tambahan terhadap informasi 
yang diberikan. Di bawah ini dipaparkan beberapa persyaratan 
transparansi penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan oleh 
beberapa ahli. 
Bersifat terbuka dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat 
melalui derajat aksesibilitas publik terhadap informasi terkait dengan suatu 
penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari pengertian yang 
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diberikan oleh Agus Dwiyanto yang mendefinisikan transparansi sebagai 
penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya 
kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.57 
Pengertian ini menjelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar 
menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun 
harus disertai kemudahan bagi masyarakat dan stakeholders untuk 
memperoleh informasi tersebut. Semakin mudah memperoleh informasi 
mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan maka semakin 
tinggi tingkat transparansinya. 
Ambar T. Sulistani dan Agus Sutiono58 menambahkan bahwa 
transaparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, 
anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik, seberapa besar 
upaya yang dilakukan untuk membuat publik memahami apa yang 
diputuskan dan dilakukan oleh pemerintah. Pengertian ini mengandung 
maksud bahwa dalam penyedian informasi tentang penyelenggaraan 
pemerintahan harus dapat dipahami oleh masyarakat.  
Informasi yang mudah dipahami akan memudahkan masyarakat 
untuk mematuhi prosedur dan aturan yang berlaku. Selain itu, 
memudahkan masyarakat untuk memberikan penilaian dan sebagai 
kontrol terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan 
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demikian diperlukan pula usaha untuk memberikan pemahaman kepada 
masyarakat mengenai informasi yang diberikan.  
Pemahaman ini bertujuan agar terjadi umpan balik dari masyarakat 
sehingga terjalin komunikasi antara pemerintah dan masyarakat luas. 
Pemahaman yang baik oleh masyarakat atas penyelenggaraan 
pemerintahan dapat menghindarkan terjadinya kesalahpahaman dan 
antipati masyarakat, meskipun penyelenggaraan pemerintahan 
berlangsung dengan baik. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi pasif 
menunggu informasi dari pemerintah atau dinas-dinas penerangan 
pemerintah tetapi mereka giat mencari melalui akses yang tersedia 
tentang segala sesuatu yang menyangkut keputusan dan kepentingan 
publik. 
Namun demikian, perlu dihindari terjadinya bias dari keterbukaan 
berupa adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan 
oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus 
diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas 
dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka 
berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.  
Agus dwiyanto dengan memberi contoh pada pelayanan publik 
mengungkapkan tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur 
tingkat transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Pertama, mengukur 
tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. 
Persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang ditempuh harus 
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diipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh yang 
membutuhkan, serta berusaha menjelaskan alasannya.  
Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan 
prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan stakeholders 
yang lain. Aturan dan prosedur tersebut bersifat “simple, straightforward 
and easy to apply” (sederhana, langsung dan mudah diterapkan) untuk 
mengurangi perbedaan dalam interpretasi.59 
Indikator ketiga adalah kemudahan untuk memperoleh informasi 
mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Informasi 
tersebut bebas didapat dan siap tersedia (freely & readily available).60 
 Dengan melihat uraian di atas, prinsip transparasi pemerintahan 
paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator sebagai berikut : 
a. Adanya sistem keterbukaan dan standarisasi yang jelas dan mudah 
di pahami dari semua proses-proses penyelenggaraan 
pemerintahan. 
b. Adanya mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan 
publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun 
proses-proses di dalam sektor publik. 
c. Adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi 
penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan 
penyelenggaraan pemerintahan. 
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  Transparansi pemerintahan dengan indikator yang disebutkan di 
atas memungkinkan tumbuhnya peran serta masyarakat. Dengan adanya 
informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat dapat 
menanggapi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan 
demikian, pemerintahan yang transparan perlu dilengkapi dengan 
tersedianya akses masyarakat dalam berpartisipasi.  
 
 
2.1.3 Supremasi Hukum 
1) Pengertian Supremasi Hukum 
Indonesia dikenal sebagai negara hukum, namun kebanyakan dari 
warga Negara Indonesia  belum mematuhi  hukum-hukum yang berlaku di 
Indonesia.  Dalam hal ini berarti tujuan hukum yang sebenarnya belum 
terwujud. Selama ini supremasi hukum merupakan agenda utama setiap 
pemerintahan, tetapi sampai saat ini impian untuk menegakkan keadilan 
di bidang hukum belum juga terwujud. Padahal hukum itu adalah kekuatan 
yang menentukan kehidupan, bukan ditentukan atau dapat diatur sesuai 
keinginan individu yang berkuasa. 
Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal 
yang tertinggi (supreme) sehingga ada istilah supremasi hukum. 
Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan 3 ide dasar hukum, 
yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. 
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Untuk lebih memahami tentang supremasi hukum, ada baiknya 
perlu diketahui pengertian hukum. Di bawah ini ada beberapa pengertian 
hukum yang dikemukakan oleh para ahli 61: 
e. Utrecht memberikan batasan hukum sebagai himpunan peraturan-
peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu 
masyarakat dan karena itu harus ditaati. 
f. Prof. Mr. E. M. Meyers menyatakan hukum sebagai semua 
peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan 
pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi 
pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan 
tugasnya. 
g. Leon Duguit menyatakan hukum sebagai aturan tingkah laku para 
anggota masyarakat yang daya penggunaannya pada saat tertentu 
diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari 
kepentingan bersama dan yang jika dilanggar meninggalkan reaksi 
bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. 
h. S. M. Amin, SH menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan 
yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi itulah yang disebut 
hukum dan tujuan hukum tersebut adalah menegakkan tata tertib 
dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban 
terpelihara. 
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Dengan mengetahui beberapa pengertian hukum di atas, maka 
akan lebih mudah dalam memahami supremasi hukum (khususnya di 
Indonesia). Pengertian supremasi hukum sendiri adalah upaya untuk 
memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan 
secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan 
hukum yang sama tanpa kecuali. Hal ini juga termuat dalam UUD ’45 
pasal 27 ayat 1, yang berbunyi ”segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajid menjunjung 
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 
Upaya penegakan hukum ada kaitannya dengan tercapainya 
supremasi hukum. Penegakan hukum yang dapat dilakukan dengan baik 
dan efektif merupakan salah satu tolak ukur untuk keberhasilan suatu 
negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsanya di 
bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap 
warganya. Sebaliknya pengakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana 
mestinya merupakan indikator bahwa negara yang bersangkutan belum 
sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada 
warganya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat 
dibedakan dalam dua hal, yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam sistem 
hukum dan faktor-faktor di luar sistem hukum.62   
Intregitas kepemimpinan kepolisian, kejaksaan dan mahkamah 
agung turut pula dipertanyakan, karena sebagai lembaga penegak hukum 
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juga ternyata dominan dengan nuansa politik. Ada kemungkinan niatan 
yang dilandasi politik akan berujung pada bupaya penegakan hukum, atas 
produk hukum yang kemudian tak sekedar kertas bertinta emas tapi 
pengejawantahan kehidupan ketertiban hukum agar terpelihara integritas 
sosial yang melingkupi masyarakat, pasar dan negara. Bila ini tak terjawab 
dengan memuaskan, maka akan menimbulkan rasa miris bagi siapapun 
yang mengetahui kondisi ini. Tetapi semuanya hanya tinggal mimpi untuk 
menerapkan supremasi hukum di tengah hembusan demokrasi yang 
didengungkan negara ini, ataukah masih menyisakan harapan bagi 
terwujudnya negara hukum. 63 
Keberadaan hukum merupakan posisi yang unik dan dapat 
memberikan dampak bagi lingkungan sekitar, terutama bagi dinamisasi 
kehidupan masyarakat, antara hukum dengan masyarakat, penjahat 
dengan pejabat, orang baik-baik, atasan dan bawahan, seharusnya tidak 
ada tirai pembatas. Oleh karena itu, sifat hukum harus dogmatis dan 
universal. 
Beberapa poin penting untuk bisa mencapai supremasi hukum, 
bergantung pada bagaimana pelaksanaan hukum itu sendiri. Ada 
beberapa pendapat tentang tujuan hukum yang dapat dijadikan sebagai 
acuan untuk mencapai supremasi hukum yang ideal. 64 
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c. Teori etis, mengatakan bahwa hukum itu semata-mata 
menghendaki keadilan. Isi hukum semata-mata harus ditentukan 
oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang 
tidak adil. 
d. Geny, mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk 
mencapai keadilan. Sebagai unsur keadilan, ada kepentingan daya 
guna dan kemanfaatan. 
Beberapa pendapat di atas menyatakan bahwa tujuan hukum 
adalah menciptakan keadilan, maka dengan terciptanya keadilan ini maka 
supremasi hukum dapat terwujud. Namun, dengan banyaknya 
penyelewengan hukum di Indonesia dapat dikatakan bahwa penerapan 
keadilan belum terwujud. 
Untuk dapat mencapai keadilan hukum, maka penegakan hukum 
sangat perlu. Hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, 
ditegakkan dan dipatuhi secara utuh terutama aturan hukum tentang 
HAM.65 
Dengan adanya praktik politik, maka hal ini juga berpengaruh pada 
keadaan hukum di Indonesia. Pada konfigurasi politik tertentu melahirkan 
produk hukum dengan karakter tertentu, yakni konfigurasi politik yang 
demokratis senantiasa melahirkan produk hukum yang berkarakter 
responsif, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter melahirkan produk 
hukum yang berkarakter konservatif. Karakter responsif maupun 
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konservatif salah satunya ditandai  dalam pembuatan produk hukum yang 
responsif menyerap aspirasi masyarakat seluas-luasnya (parsitipatif), 
sedangkan produk hukum yang konservatif lebih didominasi lembaga-
lembaga negara terutama pihak eksekutif (sentralistis).66 
Hukum harus mampu mencerna segala perubahan secara tenang 
dan baik-baik. Globalisasi, dunia tanpa pembatas, skenario elit politik, 
suksesi, korupsi, kolusi, nepotisme, supremasi hukum, demokratisasi, 
HAM, disintergrasi bangsa dan intrik-intrik politik, semuanya harus 
dihadapi oleh hukum. Hukum harus mampu secara langsung berhadapan 
dengan perilaku yang muncul tersebut. Sehingga hukum berfungsi 
sebagai alat kontrol masyarakat dengan segala perundang-undangan 
yang berlaku dan harus ditaati masyarakat. Dalam menghadapi 
perubahan perilaku masyarakat, maka hukum harus dengan cepat 
beradaptasi dalam perubahan tersebut. Jika terjadi keterasingan 
masyarakat terhadap hukum maka citra terhadap hukum akan menurun, 
sebagai konsekuensi, maka sangat diperlukan hukum yang selalu 
mengikuti konsep, orientasi dan masalah-masalah yang setiap saat bisa 
berubah secara cepat. Dengan kata lain, supremasi hukum jangan 
dijadikan hanya sebagai simbol dalam suatu pemerintahan. Hukum tidak 
hanya merupakan unsur tekstual saja, yang dipandang dari kaca mata 
Undang-undang. Namun, hukum merupakan unsur kontekstual yang 
dapat dilihat dari perspektif yang lebih luas. Dalam suasana perubahan 
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yang serba cepat ini, perwujudan supremasi hukum akan memenuhi lebih 
banyak para pelaksana hukum yang mampu bertanggung jawab, 
berdedikasi dan bermoral serta mempunyai intelektual tinggi yang mampu 
mengatasi berbagai permasalahan.67 
Hal itulah yang menjadi poin agar supremasi hukum dapat 
mencapai standar ideal, unsur-unsur penegak hukum yang seperti itulah 
yang dibutuhkan untuk menghadapi segala permasalahan agar supremasi 
hukum dapat terwujud dengan cepat. 
2) Tujuan Supremasi Hukum 
Tujuan hukum pada prinsipnya meliputi 3 unsur pokok yaitu : 
d. Hukum itu bertujuan untuk mencapai keadilan. Yang dimaksud 
ialah bahwa masyarakat hendaknya diperlakukan sesuai hak-
haknya sebagai martabat kemanusiaannya . 
e. Kepastian hukum dalam arti bahwa terhadap tindakan yang 
dilakukan setiap orang atau anggota masyarakat itu dapat segera 
dengan cepat ditentukan apakah perbuatan itu melanggar 
dinyatakan menyimpang dari hukum atau tidak. 
f. Kegunaan yang berarti bahwa dalam proses kerjanya hukum itu 
dapat memaksa masyarakat umumnya dan penegak hukum 
khususnya untuk melakukan segala aktifitasnya selalu berkaca 
mata pada hukum yang mengaturnya. 
Adapun beberapa tujuan supremasi hukum adalah sebagai berikut : 
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h. Memberi keadilan bagi masyarakat, khususnya keadilan sosial. Dan 
perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban, 
ketentraman dan kepastian hukum yang padahakikatnya 
merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” bagi 
rakyat Indonesia. 
i. Menempatkan kebebasan individu sebagai prinsip dasar dari 
organisasi sosial, untuk menjamin kemerdekaan individu. 
j. Menjamin terjaga dan terpeliharanya nilai-nilai moral bangsa 
Indonesia. 
k. Melindungi kepentingan warga. 
l. Menciptakan masyarakat yang demokratis 
m. Menjadikan tanggung jawab ahli hukum untuk dilaksanakan dan 
yang harus dikerjakan tidak hanya untuk melindungi dan 
mengembangkan hak-hak perdata dan politik perorangan dalam 
masyarakat bebas, tetapi juga untuk menyelenggarakan dan 
membina kondisi sosial, ekonomi, pendidikan dan kultural yang 
dapat mewujudkan aspirasi rakyat serta meningkatkan integritas 
Sumber Daya Manusianya. 
n. Memberikan jaminan terlindunginya hak-hak individu dalam 
bernegara dan bermasyarakat. 
“The rule of law” yang diartikan sebagai pemerintah oleh hukum, 
bukan oleh manusia, bukan hukumnya yang memerintah, karena hukum 
itu hanyalah keadah atau pedoman dan sekaligus sarana atau alat, tetapi 
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ada manusia yang harus menjalankannya secara konsisten berdasarkan 
hukum, dan tidak sekehendak atau sewenang-wenang. Hukum itu 
diciptakan atau direkayasa oleh manusia, terutama hukum tertulis. Setelah 
hukum itu tercipta maka manusia harus tunduk pada hukum. Tapi 
kenyataannya dalam kasus-kasus penegakan hukum di Indonesia, hukum 
hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan uang. Hukum 
dijadikan sebagai benteng bagi para penguasa dalam melakukan tindak 
criminal. Belum adanya kepastian hukum yang menjamin adanya keadilan 
dan kesetaraan hukum bagi semua warga Negara Indonesia. 
Indonesia adalah negara dapat dikatakan sebagai Negara Hukum 
(rule of law) bilamana superioritas hukum telah dijadikan sebagai aturan 
main (fair play) dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara, terutama 
dalam memelihara ketertiban dan perlindungan terhadap hak-hak warga 
yang ada didalamnya. 
Dalam sebuah karyanya “Second Tratise of Government” Jhon 
Lockce mengisyaratkan tiga unsur minimal bagi suatu Negara hukum, 
yaitu :Adanya hukum yang mengatur bagaimana anggota masyarakat 
dapat menikmati hak asasinya dengan damai; Adanya suatu badan yang 
dapat menyelesaikan sengketa yang timbul di bidang pemerintahan; 
Adanya badan yang tersedia diadakan untuk penyelesaian sengketa yang 
timbul di antara sesama anggota masyarakat. 
Dalam Negara hukum menurut Jhon Lockce, warga 
masyarakat/rakyat tidak lagi diperintah oleh seorang raja atau apapun 
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namanya, akan tetapi diperintah berdasarkan hukum.Ide ini merupakan 
suatu isyarat bahwa bagi Negara hukum mutlak adanya penghormatan 
terhadap supremasi hukum. Hal ini dengan tegas dirumuskan pada Pasal 
1 ayat (3)UUD NRI Tahun 1945, bahwa : Negara Indonesia adalah 
Negara hukum. Penghormatan terhadap supremasi hukum tidak hanya 
dimaksudkan dengan galaknya pembangunan dan pembentukan hukum 
dalam arti peraturan perundang-undangan, akan tetapi bagaimana hukum 
yang dibentuk itu benar-benar dapat diberlakukan dan dilaksanakan, 
sehingga hukum berfungsi sebagai sarana (tool) penggerak aktifitas 
kehidupan bernegara, pemerintahan dan kemasyarakatan. 
Untuk dapatnya hukum berfungsi sebagai sarana penggerak, maka 
hukum harus dapat ditegakkan dan untuk itu hukum harus diterima 
sebagai salah satu bagian dari system nilai kemasyarakatan yang 
bermanfaat bagi warga masyarakat, sehingga keberlakuan hukum benar-
benar nyata pada rana empiris tanpa paksaan. 
Supremasi hukum hanya akan berarti bila ada penegakan 
hukum,dan penegakan hukum hanya akan mempunyai nilai evaluatif jika 
disertai dengan pemberlakuan hukum yang responsif.Artinya superioritas 
hukum akan terjelma dengan suatu penegakan hukum yang bersendikan 
dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) 
dengan dilandasi nilai dan rasa keadilan. 
2.2.  Pengertian dan Konsep Dasar Pelayanan Publik 
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Berkaitan dengan pelayanan, ada dua istilah yang perlu diketahui, 
yaitu melayani dan pelayanan. Pengertian melayani adalah ”membantu 
menyiapkan ( mengurus ) apa yang diperlukan seseorang”. Sedangkan 
pelayanan adalah ”usaha melayani kebutuhan orang lain”.68 Pengertian 
yang lebih luas juga disampaikan oleh David dan Ted bahwa pelayanan 
merupakan usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan 
(whatever enhances customer satisfaction).69 
Departemen Dalam Negeri (2004) menyebutkan bahwa; 
“Pelayanan Publik adalah Pelayanan Umum”, dan mendefinisikan 
“Pelayanan Umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain 
dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan 
interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan 
menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa”. 
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang pelayanan 
publik dikemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau 
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara 
dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.70 
Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa pemerintahan 
pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah 
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Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka. hlm. 91 
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 David dan Ted (terj.). 2005. Mewirausahakan birokrasi. Jakarta: Penerbit PPM. 
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diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat 
serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota 
masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi 
mencapai tujuan. 
Penyelenggaraan pelayanan umum, menurut Lembaga 
Administrasi Negara dapat dilakukan dengan berbagai macam pola antara 
lain sebagai berikut:71 
5. Pola pelayanan fungsional, yaitu pola pelayanan umum yang 
diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan tugas, 
fungsi, dan kewenangannya, 
6. Pola pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan umum yang 
diberikan secara tunggal oleh satu instansi pemerintah berdasarkan 
pelimpahan wewenang dari instansi pemerintah terkait lainnya yang 
bersangkutan, 
7. Pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan umum yang 
dilakukan secara terpadu pada satu tempat/ tinggal oleh beberapa 
instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangannya 
masing-masing, 
8. Pola pelayanan secara terpusat, yaitu pola pelayanan umum yang 
dilakukan oleh satu instansi pemerintah yang bertindak selaku 
koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang 
terkait dengan bidang pelayanan umum yang bersangkutan. 
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Penyelenggaraan tata laksana pelayanan umum sesuai dengan 
bentuk dansifat-sifatnya dapat menggunakan salah satu pola dibawah ini: 
Adapun klasifikasi pelayanan publik adalah: 
5. Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan 
berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik; 
6. Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 
bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik; 
7. Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa 
yang dibutuhkan oleh publik; dan 
8. Pelayanan Regulatif yaitu pelayanan melalui penegakan hukum 
dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik 
yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat;  
Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik, hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan 
prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban 
aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Keputusan tersebut juga 
menegaskan bahwa pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat 
adalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut 72:  
 Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan 
diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit,  mudah 
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dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta 
pelayanan. 
2. Kejelasan dan kepastian, menyangkut:  
a. Prosedur / tata cara pelayanan umum, 
b. Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun    
administratif, 
c. Unit kerja dan/ atau pejabat yang bertanggung jawab dalam 
memberikan pelayanan umum, 
d. Rincian biaya /tarif pelayanan umum dan tata cara 
pembayarannya, 
e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum. 
3. Keamanan, dalam arti proses serta hasil pelayanan umum dapat 
memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan 
kepastian hukum bagi masyarakat. 
4. Keterbukaan, dalam arti bahwa prosedur / tata cara, persyaratan, 
satuan kerja / pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan 
umum, waktu penyelesaian, rincian biaya / tarif dan hal-hal lain 
yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib 
diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami 
masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.  
5. Efisiensi, meliputi persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi 
pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran  
pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara 
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persyaratan dengan produk pelayanan umum yang diberikan. Juga 
dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan 
persyaratan, dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan 
kelengkapan persyaratan dari satuan kerja / instansi pemerintah 
lain yang terkait.  
6. Ekonomis, dengan memperhatikan nilai barang atau jasa 
pelayanan umum dengan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi, 
kondisi dan kemampuan pelanggan (masyarakat) untuk  
membayar secara umum, serta memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
7. Keadilan yang merata dalam arti cakupan atau jangkauan 
pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan 
distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil. 
8. Ketepatan waktu, dalam arti pelaksanaan pelayanan umum dapat 
diselesaikan dalam periode waktu yang telah ditentukan. 
        Setiap Penyelenggaraan Pelayanan Publik harus memilki standar 
pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi 
penerima layanan. Dan wajib ditaati oleh pemberi dan penerima layanan. 
Standar pelayanan, meliputi 73 : 
1. Dasar hukum 
2. Persyaratan 
3. Sistem, mekanisme dan prosedur 
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4. Jangka waktu penyelesaian 
5. Biaya/tarif 
6. Produk pelayanan 
7. Sarana, prasarana dan atau fasilitas 
8. Kompensasi pelaksana 
9. Pengawasan internal 
10. Penanganan pengaduan 
11. Jumlah pelaksanan 
12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan  
dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk 
komitmen untuk memberikan rasaaman, bebas dari bahaya dan 
resiko keragu-raguan, dan 


















GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum Pemerintah 
Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. Gambaran umum Kecamatan 
Curio terdiri dari keadaan geografis, keadaan demografi, dan keadaan 
sosial budaya dan ekonomi. Gambaran umum Pemerintah Kecamatan 
Balikpapan Selatan terdiri dari visi dan misi, susunan organisasi 
kecamatan, dan tugas dan fungsi aparat kecamatan. 
3.1 Keadaan Umum Wilayah Kecamatan 
3.1.1 Keadaan Geogarfis 
Kecamatan Curio adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten 
Enrekang yang berada pada 740 – 1.098 m diatas permukaan laut. Luas 
Kecamatan Curio adalah 178,51 km2, yang terdiri dari 11 Desa. 
Adapun batas wilayah Kecamatan Curio adalah sebagai berikut: 
 Barat : Kecamatan Alla 
 Timur : kabupaten Luwu 
 Utara  : Kabupaten Tana Toraja 
 Selatan  : Kecamatan Malua dan Baraka 
Kecamatan Curio luas lahan tanah kering 15.721 ha, luas tanah 
sawah 2.116 jadi total lahan yang terdapat di Kecamatan Curio 17.837 ha, 
yang sangat potensial untuk pengembangan areal persawahan, 
perkebunan, jika tidak dibuat peraturannya sedini mungkin dapat 
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menjadikan daerah kawasan ini sangat kritis dan dapat menurunkan 
lingkungan dan produktifitas tanah. 
Upaya penanggulangan kawasan ini adalah dengan 
mengidentifikasi kawasan kritis sebagai bahan pertimbangan dalam 
pegelolaan hutan.  Kecamatan Curio  yang terdiri dari 11 (Sebelas) desa, 
Berikut tabel-tabel yang menunjukkan kecamatan Curio dalam angka. 
Tabel 3.1  














1 Mekkalak 7,1 9 49 740 - 983 
2 Buntu Pema 7,6 7 45 745 – 1.000 
3 Tallungura 20,25 4 51 542 – 1.196 
4 Sanglempongan 22,36 3 56 564 – 1.053 
5 Parombean 25,08 14 63 570 – 2.149 
6 Curio 29,34 0 54 564 - 968 
7 Pebaloran 16,88 14 49 812 – 1.122 
8 Buntu Barana 25,32 16 51 806 – 1.098 
9 Salassa 5,86 9 41 745 – 1000 
10 Sumbang 10,52 3 49 812 – 1.122 
11 Mandalan 8,2 9 46 806 – 1.098 
Jumlah 178,51  
Sumber Kepala Urusan Bantuan Desa Kec. Curio 
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Luas wilayah, jumlah desa di Kecamatan Curio menggambarkan 
ruang lingkup wilayah kerja aparat Pemerintah Kecamatan Curio. Jumlah 
tersebut di atas memperlihatkan ruang lingkup wilayah kerja aparat 
pemerintah Kecamatan Curio yang cukup luas dan padat. Hal ini tentu 
akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintah 
Kecamatan Curio. 
3.1.2 Keadaan Demografi 
Penduduk merupakan salah satu sumber daya bagi pelaksanaan 
pemerintahan. Tugas dan fungsi dari aparat pemerintah kecamatan 
adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, melakukan 
pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di lingkungan 
kecamatannya. Seluruh penduduk yang bertempat tinggal di wilayah 
kecamatan merupakan objek dari pelaksanaan tugas dan fungsi aparat 
pemerintah kecamatan. Pelaksanaan pelayanan, pemberdayaan dan 
pembangunan ditujukan kepada masyarakat yang berada dalam wilayah 
kecamatan yang bersangkutan. 
Jumlah penduduk Kecamatan Curio 14.533  Jiwa yang terbagi 
dalam jumlah laki-laki 7.335 jiwa dan jumlah perempuan 7.198 jiwa. 
Jumlah penduduk Kecamatan Curio merupakan objek penyelenggaraan 
tugas dan fungsi aparat pemerintah Kecamatan Curio. Penduduk dengan 
jumlah 14.533  jiwa akan berurusan baik secara langsung maupun tidak 
langsung dengan aparat Pemerintah Kecamatan Curio. Salah satu contoh 
adalah penduduk yang telah berusia 17 ke atas, diwajibkan untuk memiliki 
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kartu tanda penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia yang 
pengurusannya dilakukan di kecamatan.  
3.1.3 Keadaan Sosial Budaya dan Ekonomi 
Masyarakat Kecamatan Curio memiliki tingkat keanekaragaman 
yang cukup tinggi. Sebagian besar penduduk kecamatan Curio bermata 
pencaharian Pertanian, perkebunan terutama padi sawah.sayur-sayuran, 
cengkeh, coklat, Sedangkan pada peternakan sebagian besar pada ayam 
buras dan sapi potog. Kecamatan Curio juga memiliki potensi di bidang 
kehutanan seperti kayu pinus, damar, lebah hutan, dan tanam-tanaman 
kayu lainnya.  
Pemerintah Kabupaten Enrekang memiliki visi : ”Mewujudkan 
Kabupaten Enrekang sebagai daerah agropolitan yang lebih maju, unggul, 
sejahtera dan religius.’’ menjadikan warga massenrempuli sebagai tuan 
rumah di kotanya sendiri. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan 
sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing dalam dunia 
yang semakin kompetitif. Sumber daya manusia yang berkualitas juga 
merupakan modal penting untuk menerapkan penyelenggaraan 
pemerintahan melalui prinsip good governance. Untuk mencapai sumber 
daya manusia yang berkualitas maka diperlukan penduduk yang 
berpendidikan. 
Mata Pencaharian pendukduk pada umumnya di kecamatan Curio 
ditik beratkan pada  Pertanian dan Pekebunan Sektor ini terdiri dari 4 sub-
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sektor yaitu tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan dan hasil-
hasilnya, sub sktor kehutanan,  
Luas Tanam, Luas panen, dan Produksi Menurut jenis Tanaman Di 
Kec. Curio 











Produksi       
( Ton ) 
(1) (2) (3) (4) (6) 
1 Padi Sawah 2,427 2,427 13.850,89 
2 Jagung 208 208 1.153,15 
3 Ubi Jalar 21 21 83,43 
4 Ubi Kayu 24 24 168.000 
5 Kacang Tanah 12 12 11.40 
6 Kacang Kedelai 13 13 17,16 
7 Kacang merah 4 4 8.00 
8 Kentang 4 4 16 
9 Buncis 40 40 90 
10 Kacang Panjang 26 26 4,15 
11 Tomat 48 48 90 
12 Bawang Merah 4 4 26 
13 Terong 8 8 8,5 
14 Kacng-kacangan 22 22 59 
15 Lombok/cabe 18 18 13 






3.2 Pemerintah Kecamatan 
3.2.1 Visi dan Misi 
Kecamatan merupakan organisasi yang bersifat kewilayahan yang 
dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan daerah. Dalam 
Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
disebutkan bahawa kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai 
perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. 
Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang 
bersih (Good Governance) yang merupakan prasyarat bagi setiap 
pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan 
serta cita cita bangsa dan negara, untuk  itu diperlukan pertanggung 
jawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pembangunan 
dapat dilaksanakan dan berlangsung secara berdaya guna dan berhasil 
guna, bersih dari KKN dan bertanggung jawab. 
Kantor Camat Curio merupakan salah satu Perangkat Daerah yang 
mempunyai tugas dan fungsi yang sangat strategis dalam mendukung dan 
mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah.  
Sebagai bagian yang integral dari pemerintahan Kabupaten 
Enrekang, Kantor Camat Curio mendukung pencapaian visi Kabupaten 
Enrekang : “Kabupaten Enrekang sebagai daerah agropolitan yang 
mandiri, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”. Kantor Camat 
Curio mendukung pencapaian visi itu melalui core bussiness Kecamatan 
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Curio yaitu “Terwujudnya Administrasi Pemerintahan yang baik, tertib, 
berhasil guna dan berdaya guna Pada Tahun  2013” 
Dengan penetapan visi Kabupaten dan core business seperti yang 
diungkapkan diatas, issue stratejik yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan 
Curio adalah memperbaiki kinerja aparatur  pemerintah daerah dalam 
pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah dan 
penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan   
sehingga mampu menjalankan fungsi pelayanan masyarakat secara 
optimal dan prima. 
Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi 
(Instansi Pemerintah) agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil 
dengan baik. Dengan pernyataan Misi yang ditetapkan ini, diharapkan 
seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi 
Pemerintah tersebut dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya 
lebih dalam. 
1) VISI 
Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembagan kedepan, 
Kantor Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang yang merupakan salah 
satu lembaga pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang perlu terus 
menerus mengembangkan peluang dan melakukan perubahan kearah 
perbaikan seiring dengan meningkatnya persaingan, tantangan dan 
tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, transparan yang demokratis 
sehingga mendorong lembaga ini untuk senantiasa mempersiapkan diri 
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agar tetap eksis dalam proses pembangunan, perubahan tersebut perlu 
dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan 
sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi 
pada pencapaian hasil dan  manfaat  masyarakat pada khususnya. 
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan 
bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar 
konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak 
lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa 
depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi 
pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Kantor 
Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang adalah : 
“ SEBAGAI SENTRA PELAYANAN PUBLIK YANG AKUNTABEL 
MENUJU KECAMATAN SEHAT DAN PARTISIPATIF BERBASIS 
AGRO TAHUN 2013 ” 
Visi yang telah ditetapkan oleh unit kerja Kantor Kecamatan Curio 
mengandung orientasi : 
1. Menjadikan Kantor Kecamatan Curio sebagai pusat pelayanan 
segala informasi dan administrasi yang komprehensif terhadap 
kegiatan-kegiatan pembangunan, pemerintahan dan pembinaan 
kemasyarakatan kepada masyarakat dan unit kerja lainnya 
khususnya dalam pengambilan kebijakan di lingkup Pemerintah 
Daerah Kabupaten Enrekang. 
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2. Perwujudan pelayanan yang tertib dan berkualitas adalah upaya 
untuk meningkatkan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat  
secara terukur, transparan, efektivitas dan efisiensi khususnya 
pengelolaan kegiatan-kegiatan pembangunan pemerintahan dan 
pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawab Kantor 
Camat Curio dengan berlandaskan pada peraturan perundangan 
yang berlaku. 
3. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok Kantor Kecamatan 
Curio senantiasa akan mengedepankan partisipasi masyarakat baik 
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dari kegiatan-
kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di 
wilayah Kecamatan Curio. 
4. Dengan mengedepankan asas partisipatif dan tertib asas dalam   
pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan  
pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Curio diharapkan akan 
terwujud   tatanan masyarakat yang sadar akan prinsip-prinsip 
kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengisi, 
menjaga dan memiliki segala bentuk hasil pencapaian  
pembangunan. 
5. Religius mengandung makna bahwa orientasi pelaksanaan tugas 
pokok pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus 
selalu mengedepankan nilai-nilai dasar dari keimanan, ketakwaan 
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dan  nilai luhur adat budaya lokal yang berakar pada masyarakat di 
Kecamatan Curio. 
2)   MISI 
Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh 
instansi pemerintah guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan 
sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara berkisenambungan 
dalam kurun waktu tertentu. Dengan misi diharapkan seluruh pemangku 
kepentingan dapat mengenal dan mengetahui peranan serta program 
yang akan dilaksnakan untuk mencapai hasil dan mewujudkan sasaran 
yang akan dicapai. Untuk mewujudkan visi, maka misi yang diemban oleh 
Kantor Kecamatan Curio adalah: 
1. Mewujudkan kesesuaian tugas aparatur kecamatan berdasarkan 
proporsi tugas dan kewenangan dengan kapabilitas yang dimiliki yang 
sinergis dan harmonis. 
2. Menciptakan masyarakat yang sehat lingkungan dan mendorong 
partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 
3. Mewujudkanefektifitas dan efisien dalam pelayanan public serta 
peningkatan produktifitas mutu pelayanan. 
4. Mewujudkan peningkatan hasil dan mutu pertanian masyarakat. 
5. Memberdayakan seluruh potensi Kecamatan Curio dalam rangka 
peningkatan pendapatan daerah guna mendukung tercapainya visi 




3.2.2 Tujuan/Sasaran   
Berdasarkan visi dan misi kantor Kecamatan Curio maka hasil akhir 
yang akan dicapai sebagai tujuan adalah : 
1. Mewujudkan sistem pelayanan yang murah terukur dan akuntabel 
dalam pengelolaan pelayanan adminitrasi yang bersifat kekinian. 
2. Meningkatnya pengelolaan dan pelayanan adminitrasi kegiatan-
kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan 
kepada masyarakat dan unit kerja lainya. 
3. Mendorong terciptanya prakarsa masyarakat melaui pemberdayaan 
dalam bingkai kearifan lokal khususnya perencanaan pelaksanaan 
dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan, pembangunan 
dan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Curio. 
4. Mendorong terciptnya sinergitas dalam pelaksanaan tugas dengan 
unit kerja lainya baik secara vertikal maupun secara horizontal. 
5. Meningkatnya kualitas perencanaan yang bersifat  bottom up (dari 
bawah) yang dilaksanakan oleh masyarakat. 
6. Meningkatnya kualitas pemahaman masyarakat dalam 
menumbuhkembangkan nilai-nilai religiusitas dan nilai-nilai kearifan 
lokal sebagai modal dasar dalam peningkatan kualitas kewilayahan 
di Kecamatan Curio. 
7. Meningkatnya upaya pengembangan wilayah Kecamatan Curio 
yang bercitrakan pertanian mandiri. 
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Sedangkan sasaran merupakan kondisi ideal yang diharapkan 
dapat tercipta sebagai akibat dari akumulasi rangkaian kegiatan yang 
telah dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan 
untuk kurun waktu tertentu. Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan visi 
dan misi kantor Kecamatan Curio adalah : 
1. Terwujudnya sistem pelayanan prima di Kantor Kecamatan Curio 
yang beriorentasi kepada masyarakat. 
2. Terwujudnya sistem pelayanan adminitrasi pemerintahan 
pembangunan dan kemasyarakatan yang partisipatif, responsif dan 
akuntabel. 
3. Terwujudnya prakarsa masyarakat dan optimalisasi kearifan lokal 
dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan. 
4. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan, 
pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Curio. 
5. Terwujudnya sinergitas dalam pelaksanaan tugas dengan unit kerja 
lainya secara vertikal maupun secara horizontal. 
6. Terwujudnya wilayah Kecamatan Curio yang bercitrakan pertanian 
mandiri. 
Untuk mewujudkan visi di atas,Kantor Camat Curio menetapkan 2 
(dua ) misi sebagai berikut : 
1) Membangun sistem administrasi Pemerintahan Daerah yang  handal 
,demokratik, profesional, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap 
terhadap aspirasi masyarakat.  
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2) Memberdayakan sumber daya manusia aparatur dalam rangka 
penerapan disiplin kerja, pelayanan prima yang berkualitas disetiap 
jenjang organisasi perangkat daerah.    
Berdasarkan Misi diatas, maka TUJUAN yang akan diwujudkan 
Kantor Camat Curio selama kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut : 
1. Terciptanya sistim administrasi pemerintahan yang handal, 
demokratis, profesional, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggal 
terhadap aspirasi masyarakat. 
2. Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas dan dapat 
diukur dari tahun ke tahun. 
3. Terlaksananya koordinasi dengan Dinas Daerah dan Lembagan 
Teknis Daerah. 
4. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan 
tugas pokok dan fungsi masing-masing. 
3.3 Susunan Organisasi Kecamatan 
Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya mengacu kepada Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya PP 
Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 
dimana memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah baik propinsi 
maupn kabupaten/kota untuk menyusun dan menetapkan organisasi dan 
perangkat daerah sesuai kebutuhan, serta ditetapkannya Peraturan 
Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 09 Tahun 2008 tentang 
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Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kecamatan 
Lingkup Kabupaten Enrekang. 
Kecamatan Curio sendiri terbentuk dari pemekaran Kecamatan Alla 
sebagai induk yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Enrekang Nomor :35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Curio  
Kantor Kecamatan Curio merupakan salah satu unsur perangkat 
daerah yang dalam tupoksinya membantu Bupati dalam menangani 
sebahagian urusan otonomi yang ada di wilayahnya serta melaksanakan 
kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Enrekang untuk mecapai 
tujuan dan sasaran kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 
kemasyarakatan dalam lingkup Kecamatan Curio Selain tugas dimaksud 
diatas Kantor Kecamatan Curio melalui Camat Curio juga 
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan berdasarkan Peraturan 
Bupati Enrekang Nomor 34 Tahun 2011 yang meliputi : 
1) Pembinaan Idiologi Negara dan kesatuan Bangsa. 
2) Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 
3) Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong 
Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya. 
4) Pengkoordinasian kegiatan UPTD/Instansi Pemerintah diwilayah 
kerjanya. 
5) Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). 
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6) Melakukan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala 
Desa/Lurah. 
7) Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian 
pertikaian/perselisihan antar desa. 
8) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan 
9) Pelaksanaan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah 
lainnya yang ada di wilayah kerjanya. 
10) Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan 
Bupati serta peraturan Perundang-undangan lainnya diwilayah 
kerjanya. 
11) Perimbangan keuangan 
12) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
kelurahan dan pertimbangan pengangkatan Lurah dan Sekretaris 
Desa. 
13) Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan dan 
melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan 
diwilayah kerjanya. 
14) Pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaaporan 
langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan 
kerusakan lingkungan. 
15) Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan 
perindustrian, perdagangan pertambangan, kepariwisataan, 
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perkoperasian, Usaha Mikro Kecil Menegah dan golongan ekonomi 
lemah, petrnakan, pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan. 
16) Pengawasan penyaluran dan pengambilan kredit dalam rangka 
menunjang keberhasilan program peningkatan produksi pertanian. 
17) Pencegahan pengambilan atas pengambilan Sumber Daya Alam 
tanpa izin yang dapat menganggu serta membahayakan lingkungan 
hidup  
18) Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat 
19) Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan generasi 
muda, keolahragaan, kebudayaan, pramuka serta peran serta wanita 
20) Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar 
21) Fasilitasi pendidikan Taman Kanak-Kanak dan TPA 
22) Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan 
kesehatan 
23) Pembinaan dan pengawasan kegiatan Program Kesehatan 
Masyarakat 
24) Pembinaan dan pembangunan ketenagakerjaan dan perburuhan 
25) Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
26) Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan 
27) Antisipasi dan penanggulangan dampak bencana alam serta 
pengungsi. 
28) Pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah asset pemerintah 
daerah di wilayah kerjanya 
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29) Fasilitasi terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan 
pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum 
30) Fasilitasi dalam hal penempatan, peruntukan, proses pengalihan dan 
perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah 
kekayaan desa yang berubah status menjadi kelurahan 
31) Inventarisasi dan monitoring terhadap kegiatan yang berkaitan 
dengan penggunaan tanah terlantar , tanah Negara bebas dan tanah 
endapan diwilayah kerjanya. 
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kantor 
Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang mempunyai struktur organisasi 
yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja kecamatan 
sebagai berikut : 
32) Camat 
33) Sekretaris Camat dengan 2 sub bagian :  - Sub Bagian Perencanaan 
        - Sub Bagian Keuangan 
34) 5 Kepala Seksi :   a. Seksi Pemerintahan 
b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 
c. Seksi Umum 
d. Seksi Pembangunan 
d. Seksi Kesejahteraan Sosial 
Salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 
suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah 
ketersediaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Secara internal 
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kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan roda penggerak 
organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh 
suatu organisasi, sedangkan secara eksternal kualitas dan kuantitas 
diharapkan mampu memberikan output berupa pelayanan administrasi 
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat 
dan unit kerja lainnya. 
Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada di 
Kantor Kecamatan Curio terdapat tujuh orang perangkat dengan perincian 
sebagai berikut : 
Tabel  3.3 
Jabatan Struktural dan Eselonering pada 
Kantor Kecamatan Curio Kabupaten  Enrekang 
 
No Nama Jabatan Golongan Jumlah Ket 
1 Camat IV/a 1 Terisi 
2 Sekretaris Camat III/c 1 Terisi 
3 Kasi Pemerintahan - - Kosong 
4 Kasi Kesejahteraan Sosial III/c 1 Terisi 
5 Kasi Trantib III/b 1 Terisi 
6 Kasi Umum III/c 1 Terisi 
7 Kasi Pembangunan - - Kosong 
8 Kasubag Keuangan - - Kosong 
9 Kasubag Perencanaan III/b 1 Terisi 




Tabel  3.4 
Komposisi Pegawai pada 
Kantor Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang menurut tingkat pendidikan 
 
No Tingkat Pendidikan Formal Jumlah Keterangan 
1 S - 2 (Magister) 1  
2 S - 1 (Sarjana) 5  
3 Diploma -  
4 SLTA 8  
5 SLTP -  
6 SD -  
 JUMLAH 14  
     Sumber : Kantor Kecamatan Curio, 2013 
Dari tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa Kantor Kecamatan Curio 
perlu mendapat penambahan personil dan peningkatan status pendidikan. 
Penambahan personil diperlukan mengingat keterbatasan jumlah personil 
dalam pendistribusian tupoksi dan kewenangan yang ada dikantor 
Kecamatan Curio. Sedangkan Peningkatan status pendidikan adalah 
usaha untuk mendorong dan memfasilitasi setiap usaha yang dilakukan 
oleh perangkat yang ada di Kantor Kecamatan Curio untuk meningkatkan 
status pendidikannya dan kemampuannya dalam mengelola administrasi 







Komposisi Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Curio Kab. Enrekang 





Pangkat Golongan Ruang 
1 Pembina IV a 1  
2 Penata III c 3  
3 Penata Muda Tk I III b 3  
4 Penata Muda III a 3  
5 Pengatur Tk I II d -  
6 Pengatur II c 1  
7 Pengatur Muda Tk1 II b 2  
8 Pengatur Muda II a 1  
Sumber : Kantor Kecamatan Curio, 2013 
Dari tabel 3 diatas dapat dijelaskan bahwa komposisi Pegawai 
berdasarkan golongan, Pangkat dan ruang masih sangat kurang memadai 
untuk mencapai tujuan organisasi satuan kerja secara berhasil guna dan 
berdaya guna. Terbatasnya golongan dan pangkat ruang yang dimiliki 
personil yang berada dilingkup Kantor Kecamatan Curio menjadi salah 
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3.4 Tugas dan Fungsi Aparat Kecamatan 
Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
pasal 126 ayat (2) dan (3) menyebutkan bahwa camat dalam dalam 
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang 
bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 
Selain tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati 
walikota, camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 
2001 pasal 4 tahun 2001 kecamatan memiliki fungsi: 
1. Penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan 
2. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan 
pelayanan di lingkungan Kecamatan. 
Untuk menjalankan fungsi di atas, aparat pemerintah kecamatan 
memiliki uraian tugas sebagaimana yang di atur dalam peratutan Bupati 
Kabopaten Enrekang No 32 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Organisasi 
Kecamatan dan Kelurahan. Peraturan Bupati tersebut merinci tugas 
camat, sekretaris camat dan kepala-kepala seksi di kecamatan dalam 
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.  
Adapun tugas aparat kecamatan Curtio adalah sebagai berikut: 
3.4.1 Camat mempunyai tugas; 
1. Membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan program dan 
kegiatan di bidang pemerintahan, sosial kesejahteraan rakyat, 
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pendidikan, dan kesehatan, pertahanan,ekonomi dan 
pembangunan; 
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 
3. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas 
pelayanan umum; 
4. Membina penyelenggaraan Desa/kelurahan; 
5. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
tugasnnya; 
6. Membina dan mengarahkan Sekertaris Kecamatan, para kepala 
sub bagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnnya; 
7. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan rumah 
tangga, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan peralatan 
(aset). Dan keuangan kecamatan; 
8. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan 
kualitas pegawai dalam lingkup kecamatan; 
9. Mennelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja 
terkait; 
10. Menilai prestasi kerja Sekertaris Kecamatan, para Kepala Sub 
Bagian dan Kepala Seksi dalam rangka pembinaan dan 
pengembangan karier; 
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati; 




3.4.2 Sekretaris kecamatan mempunyai tugas; 
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, keuangan, 
perlengkapan dan aset, 
2. Pemberian dukungan atas penelenggaraan urusan di bidang, 
perlengkapan dan aset, perencanaan, serta keuangan; 
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlengkapan, dab 
asset, perencanaan, serta keuangan; 
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan 
tugas dan fungsinnya. 
3.4.3 Sub bagian Keuangan mempunyai tugas; 
1. Mempersiapkan bahan-bahan dan menyuusn rencana kebutuhan 
anggaran pada lingkup kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan 
tugas; 
2. Mempersiapkan bahan-bahan dan menyelenggarakan tata laksana 
di bidang keuangan; 
3. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran tahunan 
kecamatan 
4. Mengelola dan melaksanakan verifikasi anggaran; 
5. Mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan 
keuangan; 
6. Mengkoordinasikan evaluasi dan menyusun laporan keuangan 
pada lingkup kecamatan; 
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7. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan 
kegiatan sub bagian keuangan; 
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang 
tugas yang diberikan oleh camat; 
9. Dalam melaksanakan tugasnnya bertanggung jawab kepada camat 
melalui sekertaris camat. 
3.4.4 Seksi Pemerintahan mempunyai tugas; 
1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pemerintahan 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
2. Menyelenggarakan fasilitas pemilihan Kepala Desa dan Badan 
Perwakilan Desa; 
3. Menyelenggarakan lomba atau penilaian desa/ kelurahan tingkat 
Kecamatan; 
4. Menyelenggarakan fasilitas kerja sama antar desa/ kelurahan dan 
penyelesaian perselisihan antar Desa/ Kelurahan; 
5. Memfasilitasi penataan Desa/ kelurahan dan menyusun peraturan 
Desa; 
6. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan, inventarisasi 
asset daerah atau kekayaan daerah lainnya yangyang ada di 
wilayah kerjannya; 




8. Memantau, mengawasi dan mengefaluasi pelaksanaan tugas dan 
kegiatan bawaan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan 
belum dilaksanakan; 
9. Melaksanakan efaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan 
kegiatan seksi Pemerintahan; 
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang 
tugas yang diberikan oleh camat; 
11. Dalam melaksanakan tugasnnya bertanggung jawab kepada 
camat. 
3.4.5 Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas; 
1. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi ketentraman dan 
ketertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
2. Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban ideologi 
dan kesatuan bangsa, serta kemasyarakatan; 
3. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong 
Praja dan perlindungan masyarakat di wilayah kerjannya; 
4. Menyelenggarakan fasilitas pembinaan kerukunan hidup antar 
ummat beragama; 
5. Menegakkan dan melaksanakan peraturan daerahdan keputusan 
Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah 
kerjannya; 




7. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan 
belum dilaksanakan; 
8. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan 
kegiatan Seksi ketentraman dan ketertiban; 
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang 
tugas yang diberikan oleh camat; 
10. Dalam melaksanakan tugasnnya bertanggung jawab kepada 
camat. 
3.4.6 Seksi Pembangunan mempunyai tugas; 
1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi pembangunan 
sebagai pedoman pelaksana tugas; 
2. Melaksanakan fasilitas dan koordinasi penyelenggaraan 
pembangunan di wilayah kerjannya; 
3. Melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan atas pajak dan 
retribusi daerah di wilayah kerjannya; 
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan swadaya 
masyarakat; 
5. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat 
danlembaga adat; 
6. Menyelenggarakan fasilitas kegiatan organisasi sosial/ 
kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM); 
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7. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja 
terkait; 
8. Memantau, mengawasi dan mengevaluasipelaksanaan tugas dan 
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan 
belum di laksanakan; 
9. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan 
kegiatan seksi pembangunan; 
10. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang 
tugas yang diberikan oleh Camat; 
11. Dalam melaksanakan tugasnnya bertanggung jawab kepada 
Camat melalui Sekertaris Camat; 
3.4.7 Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas; 
1. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan 
Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program 
pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, 
kepramukaan serta peranan wanita; 
3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program 
kesehatan masyarakat; 




5. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang 
pencegahan dan penanggulangan bencana alam, pengungsi dan 
masalah sosial; 
6. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja 
terkait; 
7. Memantau, mengawasi dan menevaluasi pelaksanaan tugas dan 
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan 
belum dilaksanakan; 
8. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan 
kegiatan Seksi Kesejahteraan sosial; 
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang 
tugas yangdiberikan oleh Camat; 
10. Dalam melaksanakan tugasnnya bertanggung jawab kepada 
Camat melalui sekertaris Camat; 
3.4.8 Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas; 
1. Menyusun rencana program dan kegiatan seksi umum dan 
kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
2. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol; 
3. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian; 
4. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan dan aset; 
5. Mengelola dan melakanakan urusan surat menyurat dan 
kearsipan; 
6. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan; 
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7. Mengelola dan melaksanakan uruan umum lainnya; 
8. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan 
kegiatan Sub Bagian umum dan Kepegawaian; 
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan kewenangan dan bidang 
tugas yang diberikan oleh Camat; 
10. Dalam melaksanakan tugasnnya ertanggung jawab kepada Camat 



































HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Pada Bab ini diuraikan hasil penelitian yang didapatkan penulis 
selama melakukan penelitian di Kecamatan Curio beserta 
pembahasannya. Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan akuntabilitas, 
transparansi dan supremasi hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
aparat pemerintah Kecamatan Curio. 
4.1 Pelaksanaan Akuntabilitas di Kecamatan Curio 
Kecamatan merupakan salah satu organisasi pemerintah yang 
memiliki ciri legal rasional ala Weber. Sebagai organisasi legal rasional, 
otoritas dan dominasi bersandar pada pola-pola legal atas aturan-aturan 
normatif dan ketepatan dalam pengangkatan wewenang atas dasar 
berbagai peraturan resmi.   
Pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintah Kecamatan 
Curio didasarkan pada Peraturan Daerah No 9 tahun 2008 dan peraturan 
Bupati Enrekang No 34 Tahun 2009 tentang TUGAS POKOK FUNGSI 
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN 
ENREKANG. Peraturan  tersebut merinci tugas camat, sekretaris camat 
dan kepala-kepala seksi di kecamatan. Uraian tugas (job description) 
masing-masing pejabat struktural kecamatan merupakan domain yang 
menjadi wewenang dan tanggungjawab yang harus dijalankan. Peraturan 
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Bupati Enrekang  tersebut menegaskan salah satu ciri dari birokrasi ala 
Weber yakni adanya deferensiasi tugas dan kewenangan.  
Salah satu bentuk pelaksanaan uraian tugas organsasi kecamatan 
dijabarkan ke dalam rencana kerja Kecamatan Curio. Sekretaris Camat 
Curio  menuturkan bahwa rencana kerja aparat pemerintah kecamatan 
tersebut merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi aparat Kecamatan 
Curio. Rencana kerja tersebut merupakan program-program kerja yang 
akan dilaksanakan selama satu tahun. 
Rencana kerja satu tahun Kecamatan Curio disusun dalam rangka 
pelaksanaan Musrenbang Kab. Enrekang. Setiap Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) wajib membuat rencana kerja tahunan. Rencana kerja 
tahunan tersebut merupakan bahan untuk kegiatan Musrenbang 
Kabupaten dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah 
(RKPD) dalam bentuk daftar usulan program dan kegiatan. 
Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan 
Musrenbang dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah 
(RKPD) Kabupaten sesuai dengan amanat Undang-Undang No 25 tahun 
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-
Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan 
Pemerintah No 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 
Pembangunan Nasional. Pembuatan rencana kerja dalam satu tahun 
bertujuan agar setiap organisasi pemerintahan memiliki kegiatan yang 
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jelas dan terencana dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-
masing.  
Rencana kerja satu tahun menampilkan kebutuhan dana setiap 
kegiatan. Dengan rencana tersebut, pengalokasian anggaran telah 
memiliki pos yang jelas. Hal ini membuat pengalokasian anggaran lebih 
terkontrol dan jelas arah dan tujuannya. 
Penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan Curio dilakukan 
oleh aparat pemerintah Kecamatan Curio. Sekretaris Camat Curio 
menjelaskan bahwa rencana kerja dibuat oleh aparat kecamatan 
kemudian diusulkan kepada Bappeda dan dibahas dalam Musrenbang 
Kabupaten. Kepala seksi pembangunan masyarakat menjelaskan lebih 
lanjut bahwa : Rencana kerja satu tahun kecamatan dibuat oleh masing-
masing seksi termasuk sekretaris camat sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. Selanjutnya, dibahas bersama kemudian hasilnya disusun oleh 
sekretaris camat sebelum ditandatangani oleh camat untuk dibawa ke 
Bappeda. Setelah dibahas dalam Musrenbang Kabupaten, rencana kerja 
tersebut resmi menjadi program kerja kecamatan yang akan dilaksanakan 
pada tahun berikutnya.” 
Menurut Sekretaris Camat Curio, dalam menyusun rencana kerja 
tahunan tersebut, aparat pemerintah kecamatan telah mengetahui 
besaran dana yang dianggarkan kepada kecamatan. Adapun kegiatan 
yang ditetapkan sebagai rencana kerja tahun 2013 Kecamatan Curio 
adalah sebagai berikut: 
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32) Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten 
33) Pemetaan dan penataan batas wilayah Kab. Enrekang 
34) Pembinaan dan pemberdayaan kecamatan di Kab. Enrekang 
35) Pelembaran dan dokumentasi produk hukum daerah  
36) Legislasi rancangan peraturan perundang undangan 
37) Pelaksanaan dan peningkatan ranham 
38) Melaksanakan penyusunan perda 
39) Menindaklanjuti hasil temuan pengawasan 
40) Koordinasi penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara 
negara (lhkpn) 
41) Peningkatan pelayanan bantuan hokum 
42) Penyuluhan hukum dan sosialisasi  perda 
43) Pembuatan data dan informasi profil perusahaan/ penyedia jasa 
44) Peninjauan lapangan kegiatan pembangunan 
45) Penyiaran dan pelaporan harga 9 bahan pokok 
46) Pembuatan laporan realisasi proyek dan keuangan kegiatan 
pembangunan 
47) Koordinasi penyusunan laporan keuangan pertanggungjawaban 
(LKPJ) 
48) Koordinasi antara pemda dengan asosiasi pemerintah kabupaten 
seluruh indonesia (apkasi) 
49) Pendataan rumah ibadah, TK-TPA se Kab. Enrekang 
50) penataran pembina TPA/guru mengaji 
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51) Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan 
52) Pembinaan lingkungan sosial pada petani tembakau 
53) Penyelenggaraan pameran investasi 
54) Penyusunan buku profil investasi daerah kabupaten enrekang 
55) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan 
koperasi 
56) Perlindungan dan koordinasi pengelolaan sda 
57) Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang 
berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak 
58) Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olah raga unggulan 
daerah 
59) Sertifikasi pembina/pelatih olah raga 
60) Sertifikasi wasit/juri 
61) Pembinaan masyarakat tentang peningkatan wawasan 
lingkungan 
62) Pendataan kelompok swadaya masyarakat (lsm) 
Rencana kegiatan di atas merupakan penjabaran dari program 
kerja aparat Pemerintah Kecamatan Curio, yakni meningkatkan 
pelayananan kepada masyarakat, penigkatan sarana dan prasarana 
kantor, pengembangan informasi wilayah, rapat koordinasi, pembinaan 
kesejahteraan sosial, pembinaan dan peningkatan stabilitas keamanan 
dan ketertiban umum, pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan 
peningkatan sumber daya aparatur kecamatan. 
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Program dan kegiatan rencana kerja Kecamatan Curio  di atas 
disusun dalam format yang berisi sasaran yang diharapkan dan kegiatan 
yang dilakukan. Kolom sasaran berisi uraian sasaran yang diharapkan, 
indikator kinerja, satuan dan target. Format rencana kerja di atas 
membuat setiap program dan kegiatan Kecamatan Curio lebih jelas dan 
dapat diukur. Indikator kinerja dari sasaran dan indikator kinerja berupa 
output dan outcomes dapat dijadikan standar dalam pelaksanaan program 
dan kegiatan. Indikator kinerja yang terdiri dari input, output dan outcomes 
membuat setiap program dan kegiatan dapat diukur. Adanya indikator 
kinerja dan target dari kegiatan tersebut, maka memudahkan untuk 
mengukur bagaimana tingkat keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan 
tersebut. 
Kegiatan yang jelas, terencana dan memiliki indikator pencapaian 
serta pendekatan anggaran kinerja membuat pelaksanaan tugas dan 
fungsi aparat Pemerintah Kecamatan Curio memiliki standar kegiatan 
yang jelas dan dapat diukur. Bentuk pertanggungjawaban dari 
pelaksanaan tugas dan fungsi aparat Kecamatan Curio dituangkan dalam 







Berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2013, telah 
ditetapkan sasaran dengan dukungan Program dan Kegiatan sebagai 
salah satu strategik pencapaian sasaran. Rincian sasaran berikut indikator 
kinerja 

















1 Persentase Jumlah Produk hukum 




2 Persentase Ranperda yang telah 
disetujui oleh DPRD yang diPerda  
% 100.00% 
  
3 Persentase draf Ranperda yang oleh 
SKPD yang menjadi Ranperda yang 
diajukan ke DPRD 
% 100.00% 
  
4 Persentase jumlah pejabat yang 
melaporkan harta kekayaannya 
% 100.00% 
  
5 Meningkatnya produk hukum daerah Perda/Perbup 10 
  
  6 Persentase tindak lanjut temuan 
hasil audit oleh aparat pemeriksa 
% 80.00% 
  
  7 Meningkatnya peran lembaga dan 
organisasi masyarakat pedesaan 
dalam pembangunan yang meliputi : 
    
     - Prosentase pembinaan KSM/LSM % 33.30% 
  








  8 Prosentase penyiaran informasi 
harga sembilan bahan pokok dan 
barang strategis lainnya pada 5 
pasar induk di Kab. Enrekang 
% 100.00% 
  
  9 Persentase capaian target 
penerimaan yang ditargetkan 
% 100.00% 
  
  10 Persentase penyelesaian verifikasi 




  11 Prosentase ketersediaan buku 
standarisasi harga satuan barang 









dapat diukur dari 
tahun ke tahun 
1 Persentase  penyelesaian kasus  
tapal batas kabupaten 
% 100.00% 
  
2 Persentase ketapatan waktu 
penyampaian laporan  
% 100.00% 
  
3 Persentase dokumen perencaraan 
yang disusun tepat waktu 
% 100.00% 
    
4 Persentase program dalam renstra 
yang diakomodir dalam renja 
% 100.00% 
    
5 Persentase bagian yang telah 
terkoneksi dengan internet 
% 100.00% 
    
6 Persentase program dalam renja  
yang diakomodir dalam DPA 
% 100.00% 
    
7 Persentase tanah Pemda yang telah 
disertifikasi 
% 35.56% 
    
8 Persentase pemberitaan yang positif 
dimedia tentang pemda 
dibandingkan dengan seluruh 
pemberitaan 
% 80.00% 
    









1 Cakupan peningkatan jumlah 




2 Cakupan pelaksanaan rapat 
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat  
dan daerah lainnya 
Rakor 50 
  
3 Cakupan  pelaksanaan rapat 
koordinasi antar pejabat pemerintah 
Kab. Enrekang 
Rakor 25 
    
4 Cakupan pelaksanaan rapat  
koordinasi dengan pejabat Muspida 
Jam 429 
    
5 Meningkatnya pelaksanaan rapat 
koordinasi pembangunan 
Rakor 4 
    
6 Cakupan pelaksanaan koordinasi 








1 Persentase  jumlah pegawai yang 
mengikuti diklat teknis pada Kantor 
Camat Curio 
% 24.79% 
 2 Persentase Pegawai yang mendapat 




3 Meningkatnya jumlah pegawai yang 
melanjutkan pendidikan 
orang 500.00% 
    
4 Persentase jumlah pejabat eselon II 
yang sudah mengikuti Pim II 
% 100.00% 
    
5 Persentase jumlah pejabat eselon III 




    
6 Persentase jumlah pejabat eselon IV 
yang sudah mengikuti Pim IV 
% 100.00% 
    
7 Persentase PNS yang lulus dalam 











1 Cakupan  pemberian bantuan 
kepada ormas 
Ormas 75 
 2 Meningkatnya hubungan kerjasama 
dengan media massa dalam 
menyiarkan kegiatan pemerintahan 
Media 4  
  
3 Terwujudnya organisasi perangkat 
daerah   
% 90.00% 
    
4 Persentase jumlah kasus perdata 
dan TUN yang memperoleh bantuan 
Hukum 
% 100.00% 
    
5 Persentase pemberian bantuan 
kepada mahasiswa yang 
mengajukan permohonan bantuan 
% 100.00% 
    
6 Persentase ketersediaan data rumah 
ibadah dan TPA setiap tahun 
% 100.00% 
    
7 Prosentase bantuan kepada imam 
masjid dan pembina TPA 
% 100.00% 
Sumber: Lakip Kecamatan Curio Tahun 2013 
Sekretaris Kecamatan Curio menyatakan bahwa LAKIP 
kecamatan merupakan bahan laporan kepada Bupati Kabupaten 
Enrekang berkaitan dengan kinerja aparat pemerintah Kecamatan Curio 
dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. LAKIP juga merupakan bentuk 
laporan atas penggunaan anggaran dalam setiap satuan kerja perangkat 
daerah Kabupaten Enrekang. LAKIP kecamatan dilaporkan melalui 
sekretaris daerah. 
Tugas dan fungsi aparat Kecamatan Curio yang dilaporkan dalam 
LAKIP adalah yang tertuang dalam rencana kerja satu tahun kecamatan. 
Laporan ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap instansi 
pemerintah berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. 
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Pelaporan pertanggungjawaban dalam bentuk LAKIP, merupakan bentuk 
pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah. 
Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan 
Curio melalui LAKIP merupakan tipe sistem akuntabilitas birokratik. Tugas 
dan fungsi aparat pemerintah kecamatan ditentukan secara vertikal dari 
pihak yang berada di tingkat atas melalui peraturan perundang-undangan. 
Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diberikan 
dikelola melalui suatu tatanan hirarkis yang berlandaskan pada 
keterkaitan hubungan supervisial.  
Pembuatan LAKIP merupakan kewajiban bagi setiap organisasi 
pemerintah baik pusat maupun daerah. LAKIP Kecamatan Curio 
merupakan laporan atas kinerja satu tahun berkaitan dengan penggunaan 
anggaran belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan 
fungsi kecamatan kepada Bupati sebagai puncak hirarkis birokrasi 
Pemerintah Daerah Kab. Enrekang 
LAKIP Kecamatan Curio dalam tulisan ini adalah LAKIP 
Kecamatan Curio tahun 2013. LAKIP kecamatan tersebut menjelaskan 
sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki kecamatan, visi 
dan misi, tujuan dan sasaran, cara pencapaian tujuan dan sasaran, 
rencana kinerja tahun yang dilaporkan, dan akuntabilitas kinerja.  
Dalam LAKIP Kecamatan Curio tahun 2013 dilaporkan 
pencapaian sejauh mana sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Laporan ini terangkum dalam bentuk format pengukuran pencapaian 
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sasaran. Dalam format tersebut digambarkan bagaimana realisasi dari 
rencana kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Format LAKIP 
menggambarkan secara kuantitatif sejauh mana pencapaian sasaran dan 
penggunaan anggaran dari kegiatan yang dilakukan. 









1 Persentase Jumlah Produk hukum yang di 
dokumentasikan dan di Lembar 
Daerahkan 
100.00% 100.00% 100.00% 
2 Persentase Ranperda yang telah disetujui 
oleh DPRD yang diPerda  
100.00% 125.00% 125.00% 
3 Persentase draf Ranperda yang oleh 
SKPD yang menjadi Ranperda yang 
diajukan ke DPRD 
100.00% 80.00% 80.00% 
4 Persentase jumlah pejabat yang 
melaporkan harta kekayaannya 
100.00% 33.33% 33.33% 
5 Meningkatnya produk hukum daerah 10 12 120.00% 
6 Persentase tindak lanjut temuan hasil 
audit oleh aparat pemeriksa 
80.00% 60.00% 75.00% 
7 Meningkatnya peran lembaga dan 
organisasi masyarakat pedesaan dalam 
pembangunan yang meliputi : 
      
 - Prosentase pembinaan KSM/LSM 33.30% 33.30% 100.00% 
 - Persentase pembinaan lembaga adat 18.80% 18.80% 100.00% 
 - Persentase pembinaan lembaga 
organisasi kemasyarakatan 
12.66% 12.66% 100.00% 
8 Prosentase penyiaran informasi harga 
sembilan bahan pokok dan barang 
100.00% 100.00% 100.00% 
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strategis lainnya pada 5 pasar induk di 
Kab. Enrekang 
9 Persentase capaian target penerimaan 
yang ditargetkan 
100.00% 165.60% 165.60% 
10 Persentase penyelesaian verifikasi SPJ 
yang diajukan masing-masing bagian 
100.00% 100.00% 100.00% 
11 Prosentase ketersediaan buku 
standarisasi harga satuan barang dan jasa  
100.00% 100.00% 100.00% 
12 Prosentase ketersdiaan data potensi 
sumber daya alam 
100.00% 100.00% 100.00% 
 




Sumber: Lakip Kecamatan Curio Tahun 2013 
Untuk mengukur kinerja pelaksanaan kegiatan yang telah 
direncanakan sebelumnya, dalam LAKIP Kecamatan Curio dapat dilihat 
pada format pengukuran kinerja kegiatan. Format ini menggambarkan 
sejauh mana indikator kinerja dari setiap kegiatan direalisasikan. Indikator 
kinerja yang terdiri dari input, output dan outcome dinilai pencapaian 
realisasinya secara kuantitatif.  
Berdasarkan LAKIP Kecamatan Curio tahun 2013 dapat 
disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi 
aparat pemerintah Kecamatan Curio yang terjabarkan dalam program 
kegiatan bersifat pertanggungjawaban kuantitatif. LAKIP kecamatan ini 
memperlihatkan pertanggungjawaban kinerja kegiatan yang dilakukan 
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aparat pemerintah kecamatan dalam rangka melaksanakan tugas dan 
fungsinya. 
LAKIP kecamatan memberikan gambaran tentang seberapa besar 
sumber daya manusia yang digunakan, berapa satuan hasil yang 
diharapakan yang diukur dalam satuan bulan, hari, orang, ekslempar, unit 
tergantung dari jenis output yang diharapkan, manfaat dari output 
(outcomes) dan indikator pencapaian sasaran dihitung dalam satuan 
angka. Pencapaian target dari rencana kinerja baik berupa kegiatan 
maupun sasaran diukur dalam bentuk persentase. 
Penulis berpendapat dalam hal laporan mengenai input (sdm, 
dana) dan output laporan yang bersifat kuantitatif sudah tepat. Input dan 
output dalam LAKIP kecamatan 2013 dapat di lihat secara kualitatif.  
Dengan melihat jumlah yang diberikan telah dapat menggambarkan 
bagaimana kegiatan tersebut berlangsung, penggunaan dana dan kinerja 
atas pencapaian target yang telah ditetapkan. 
Pembuktian laporan input dan output dapat dilakukan berdasarkan 
data kualitatif. Input berupa sumber daya manusia yang digunakan dapat 
ditelusuri dari surat keputusan yang dibuat. Penggunaan dana dapat 
dilihat dari surat keputusan yang dibuat dan kuitansi transaksi pelayanan. 
Jumlah output dapat disesuaikan dengan bentuk fisik yang tersedia 
maupun laporan pelaksanaan kegiatan jika output berupa kegiatan. 
Bentuk di atas tidak tidak berlaku pada laporan yang berkaitan 
dengan pengukuran pencapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan 
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berupa outcome. Kedua hal tersebut diperlukan penjelasan lebih lanjut 
berupa data faktual berkaitan realisasinya. Salah satu contoh adalah 
kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor  yang memiliki sasaran 
terlaksananya kebersihan dan keindahan kantor dan outcome yang 
diharapkan adalah ruangan dan halaman kantor menjadi bersih. 
Berdasarkan pengamatan penulis, pada bulan November  2012 penulis 
sempat mengurus e-KTP di Kantor Kecamatan Curio, sasaran dan 
outcome kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor terealisasi. 
Keberhasilan dari pencapaian kegiatan akan terlihat jika ditambahkan 
data-data yang mendukung, seperti dokumentasi foto kegiatan, pendapat 
masyarakat mengenai kebersihan kantor kecamatan serta data-data yang 
mendukung lainnya. 
Pelaksanaan akuntabilitas berupa LAKIP Kecamatan Curio oleh 
para tokoh masyarakat dinilai telah cukup sebagai bentuk 
pertanggungjawaban aparat pemerintah kecamatan terhadap 
pelaksanaan tugas dan fungsinya. Salah seorang tokoh masyarkat 
mengatakan, “selama tahun ini pihak kecamatan menjalankan tugas dan 
fungsinya secara baik, tidak ada hal yang janggal dalam pelaksanaannya”. 
Beliau menilai bahwa setiap tahun, secara periodik, kecamatan diawasi 
oleh Bawasda, dan selama tahun 2014 pengawasan itu tidak menemukan 
pelanggaran. Begitu juga dengan tidak adanya kasus yang ditangani oleh 
KPK berkaitan dengan Kecamatan Curio. 
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Salah seorang anggota DPRD Kab. Enrekang menilai bahwa 
akuntabilitas vertikal aparat pemerintah kecamatan untuk saat ini sudah 
cukup. Sebagai perangkat daerah, kinerja aparat kecamatan bersama 
perangkat daerah lainnya secara umum akan dipertangggungjawabkan 
oleh Bupati dihadapan DPRD. Pertanggungjawaban tersebut paling tidak 
dilakukan 6 bulan sekali terhadap realisasi APBD“ 
Sejalan dengan hal tersebut di atas, tokoh masyarakat yang lain 
menilai bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintah 
Kecamatan Curio berjalan dengan baik sesuai dengan mekanisme yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai tokoh di 
kecamatan, beliau menambahkan bahwa masyarakat melakukan evaluasi 
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintah kecamatan. 
Evaluasi tersebut berupa aspirasi, masukan dan saran. Aspirasi, masukan 
dan saran terebut selama ini mencerminkan citra yang baik terhadap 
kinerja aparat pemerintah kecamatan terutama di bidang pelayanan. 
Hal yang sedikit berbeda diberikan oleh tokoh masyarakat lain 
yang juga seorang anggota DPRD Kab. Enrekang. Beliau menilai bahwa 
pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintah Kecamatan Curio 
khususnya dan Pemerintah Kab. Enrekang pada umumnya telah 
mengarah kepada perbaikan menuju prinsip-prinsip good governance. 
Namun, menurut beliau perlu adanya keterbukaan informasi yang dapat 
secara mudah diakses oleh masyarakat khususnya yang berkaitan 
dengan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 
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Dari berbagai pendapat tokoh masyarakat di atas dapat dikatakan 
bahwa pelaksanaan akuntabilitas aparat Pemerintah Kecamatan Curio 
melalui LAKIP sudah baik. LAKIP ini dapat memperlihatkan 
pertanggungjawaban aparat pemerintah kecamatan tentang kinerjanya 
selama satu tahun dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi aparat 
pemerintah kecamatan.  
Melalui rencana kerja perangkat daerah (RKPD) yang ditetapkan 
sebelum tahun berjalan dan pelaporannya dalam LAKIP yang dilakukan 
setelah tahun berjalan, penggunaan anggaran menjadi terkontrol dan 
dapat dievaluasi. Laporan ini dapat menjadi dasar untuk membuktikan 
kenyataan yang terjadi di lapangan jika terdapat hal yang tidak semestinya 
dan mencurigakan. 
Namun, keterbukaan informasi yang mudah di akses oleh 
masyarakat menjadi hal yang diperlukan. Hal ini disampaikan oleh 
anggota DPRD Kab. Enrekang, bahwa sebagai perangkat daerah, 
kecamatan tentunya mendapatkan dana dari APBD Daerah khusunya 
untuk membiayai operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya. 
Masyarakat berhak mengetahui berapa besar anggaran yang dialokasikan 
kepada kecamatan karena APBD merupakan uang rakyat. 
Keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya 
penggunaan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah seperti 
kecamatan dapat menstimulus pengawasan oleh masyarakat. LAKIP 
Kecamatan hendaknya juga disediakan melaui media yang mudah 
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diakses oleh masyarakat. Kemudahan akses informasi menjadikan 
keseimbangan informasi yang pada akhirnya akan melahirkan penilaian 
dan pengawasan masyarakat.  
Penilaian masyarakat dapat dijadikan bahan perbaikan untuk 
memenuhi harapan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban 
publik. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat akan 
memudahkan pengawasan internal dan pengawasan lain yang bersifat 
eksternal (DPRD dan KPK). Jika hal ini telah berjalan, LAKIP tidak hanya 
sebagai laporan yang bersifat internal vertikal belaka, namun juga akan 
menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat, sehingga laporan ini 
akan berfungsi juga sebagai laporan akuntabilitas publik instansi 
pemerintah. 
Pengawasan yang dilakukan oleh pihak internal pemerintah 
Kabupaten akan lebih efektif jika masyarakat ikut mengawasinya. 
Ketidakseimbangan informasi khususnya anggaran yang digunakan oleh 
kecamatan menyebabkan masyarakat kurang mengontrol satuan 
perangkat daerah seperti kecamatan. Kontrol masyarakat terhadap 
kecamatan masih tergolong rendah dan hanya berkisar pada pelayanan 
yang diberikan. 
Kontrol masyarakat pada pelayanan aparat Kecamatan Curio 
sebagaimana disampaikan oleh tokoh masyarakat di atas terkait dengan 
keterbukaan, kejelasan dan kepastian dalam pemberian pelayanan 
berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Peraturan tersebut 
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memberikan dasar dan standar prosedur, biaya dan waktu dalam 
pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan.  
Camat Curio menyebutkan bahwa Penyelenggaraan pelayanan 
KTP dan KK diatur dalam amanat UU No.23 tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan dalam skala nasional dan menjamin 
kepastian hukum hak sipil penduduk yang akan memberikan rasa aman 
kepada masyarakat dan peraturan Daerah Kab.Enrekang Nomor 01 
Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 
Peraturan tersebut merinci penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang 
dilakukan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan dan 
Kelurahan/Desa. Pendaftaran penduduk berlaku bagi setiap penduduk, 
penduduk sementara dan pendatang baru dikarenakan kelahiran, 
perkawian, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, 
pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status 
kewarganegaraan, perubahan data dan pembatalan Akta, perpindahan 
dan kedatangan. Peraturan ini juga mengatur tentang prosedur 
pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). 
Kepala seksi pemerintahan menjelaskan bahwa sebagai bukti 
transaksi pelayanan masyarakat diberikan surat panggilan. Datang ke 
tempat pelayanan membawa surat panggilan setelah itu ferifikasi data 
dengan data basekemudian berfoto dan tanda tangan pada alat digital 
yang telah disiapkan,scan sidik jari beserta retina dan setekah itu petugas 
membubuhkan stempel dan tanda tangan sebagai bukti bahwa warga 
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telah melakukan serangkaina pengurusan e-KTP dan dan disarankan 
kembali  mengunggu sekitar 2 minggu setelah proses 
pembuatan/pencetakan.  
Surat panggilan sebagi  bukti pembuatan e- KTP merupakan alat 
kontrol terhadap kinerja kecamatan. Pelayanan yang tepat waktu jelas 
dapat langsung diukur oleh masyarakat pengguna layanan. Surat 
panggilan ini merupakan alat ukur yang jelas dan pasti. Dengan bukti ini 
masyarakat dapat mengajukan komplain jika waktu yang diberikan tidak 
sesuai dengan yang tertulis dalam bukti surat panggilan tersebut dan 
menunjukkan bahwa dalam pengurusan e-KTP, masyarakat tidak pernah 
diminta biaya.   
Sarana penyampaian keluhan merupakan bentuk 
pertanggungjawaban terhadap publik untuk mengetahui keinginan 
masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Keluhan masyarakat 
merupakan salah satu bentuk masukan bagi aparat pemerintah 
kecamatan. Perbaikan-perbaikan dilakukan untuk meminimalkan keluhan 
masyarakat agar terwujud kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 
yang diberikan.  
Pelayanan yang ramah dengan moto kami melayani bukan 
dilayani menjadikan masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang 
diberikan. Seorang responden yang bekerja sebagai wiraswasta 
mengatakan bahwa, “untuk ukuran instansi pemerintah, pelayanan (surat-
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surat kependudukan) yang diberikan sudah baik.” Minimnya keluhan 
masyarakat menunjukkan baiknya kinerja petugas loket pelayanan.  
Masyarakat yang memiliki keluhan terhadap prosedur menyatakan 
bahwa dalam mengurus KTP dank KK harus mendatangi beberapa 
instansi terkait. Salah seorang responden menuturkan, “sebelum ke 
kecamatan harus ke Kepala Desa  dulu, padahal rumah saya dekat 
dengan kecamatan. jadinya harus memutar”. Masyarakat yang lain 
menyatakan, “capek Dik, harus keliling. 
Penyampaian langsung kepada petugas merupakan sarana yang 
paling banyak digunakan oleh masyarakat dalam menyampaikan 
keluhannya. Sekretaris Camat Curio menyatakan bahwa dalam 
menanggapi keluhan masyarakat, tanggapan yang diberikan tergantung 
dari jenis keluhannya. Beliau menuturkan, “setiap aparat kecamatan siap 
menanggapi keluhan masyarkat. Aparat yang menerima keluhan akan 
memberikan penjelasan langsung, jika bukan kewenangannya, maka akan 
ditangani oleh kepala seksi yang bersangkutan. Jika masalahnya diluar 
kewenangan kepala seksi maka akan dilaporkan kepada Camat.” 
Hal senada juga disampaikan oleh kepala seksi pembangunan 
masyarakat. Beliau menuturkan, “jika ada masalah keluhan masyarakat, 
maka akan ditangani secara berjenjang. Dari penerima keluhan, jika tidak 
bisa diatasi, diserahkan kepada kepala seksi yang memiliki kewenangan, 
jika tidak bisa akan dilaporkan ke sekretaris camat, begitu seterusnya 
hingga ke camat.” 
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Keterbatasan penangan jenis keluhan masyarakat oleh pihak 
kecamatan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan. 
Kecamatan merupakan tipe birokrasi yang tugas pokok dan fungsinya 
menyelenggarakan pelayanan. Kecamatan bukan tipe birokrasi yang 
tugas pokok dan fungsinya membuat kebijakan dan regulasi.  
Keterbatasan dalam menangani keluhan juga memperlihatkan 
salah satu ciri birokrasi ala Weber, yakini adanya struktur vertikal. Struktur 
tersebut menggambarkan kewenangan dan fungsi masing-masing. Posisi 
dalam struktur menentukan kekuasaan. Semakin tinggi posisi semakin 
kuat dan besar pula kewenangan, sebaliknya semakin rendah posisi 
semakin lemah dan kecil kewenangannya. Struktur tingkat bawah seperti 
kecamatan harus mengikuti prosedur dan tata kerja sesuai dengan apa 
yang dikehendaki oleh hirarki birokrasi puncak.  
Masyarakat dapat memaklumi kondisi di atas. Keluhan mereka 
ditanggapi dan diberi penjelasan dengan baik. Responden merasa puas 
terhadap tanggapan yang diberikan terhadap keluhan mereka. Salah 
seorang responden menuturkan, “penjelasan yang diberikan sudah baik, 
tapi, kan capek Dik harus putar-putar”. Hal ini juga diakui oleh salah 
seorang informan yang menyatakan, “kecamatan cukup terbuka dalam 
pemberian pelayanan. Dari yang kami ketahui, keluhan masyarakat yang 
disampaikan melalui mekanisme keluhan secara lisan atau persuratan 
ditanggapi dengan baik.” 
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Keluhan yang ada meskipun jumlahnya kecil merupakan 
tantangan tersendiri bagi aparat Kecamatan Curio dan Kab. Enrekang 
umumnya untuk mencarikan alternatif terbaik pemecahan masalah di atas, 
sehingga salah satu tujuan otonomi daerah yakni meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat dapat terealisasi.  
Pelayanan yang baik ditambah saluran untuk menyampaikan 
keluhan serta tanggapan terhadap keluhan menjadikan masyarakat 
merasa puas terhadap pelayanan di Kecamatan Curio. Kepuasan 
masyarakat juga dipengaruhi oleh sikap petugas pelayanan yang siap 
menanyakan kebutuhan masyarakat, memberikan informasi dan 
menjawab pertanyaan masyarakat seputar pelayanan di kantor 
kecamatan. Sistem pelayanan yang mudah dan sederhana menambah 
kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. 
Akuntabilitas pemerintahan sangat terkait dengan transparansi 
penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabiltas birokratik Kecamatan Curio 
dalam bentuk LAKIP menyediakan informasi tentang jenis kegiatan, tujuan 
dan sasaran serta anggaran yang digunakan. Masyarakat dapat 
melaporkan ketidaksesuaian yang terjadi pada pelaksanaan tugas dan 
fungsi aparat Pemerintah Kecamatan Curio berdasarkan informasi yang 
tepat dan akurat mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.  
4.2 Pelaksanaan Transparansi di Kecamatan Curio 
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau 
kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Transpransi 
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penyelenggaraan pemerintahan merupakan keterbukaan informasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Informasi tersebut tersedia bagi setiap 
orang yang memiliki kepentingan terhadapnya dan dapat dengan mudah 
memperolehnya.  
Salah satu bentuk transparansi pemerintahan adalah kejelasan 
tentang peraturan perundang-undangan dan ketersediaan informasi pada 
masyarakat umum. Sekretaris Kecamatan Curio menyatakan, “Adik dapat 
melihat peraturan-peraturan berkaitan dengan tugas dan fungsi 
kecamatan pedoman yang ada dan ade punnya.” Beliau kemudian 
melanjutkan : Di kantor ini, kami menyediakan informasi melalui papan 
pengumuman mengenai prosedur pemberian pelayanan administrasi 
kependudukan dan surat keterangan lainnnya. Pegawai-pegawai yang 
bertugas pelayanan juga siap memberikan informasi yang dibutuhkan 
masyarakat. 
Informasi peraturan perundang-undangan yang disediakan secara 
luas terlihat pada beberapa peraturan daerah yang berkaitan tentang 
tugas dan fungsi aparat pemerintah kecamatan.  Kecamatan merupakan 
salah satu organisasi pemerintah yang memiliki ciri legal rasional ala 
Weber. Sebagai organisasi yang bersifat legal rasional, penyelenggaraan 
tugas dan fungsi kecamatan berdasarkan atas berbagai peraturan resmi. 
Peraturan daerah merupakan landasan dalam melaksanakan tugas dan 
fungsi bagi aparat pemerintah kecamatan.  
90 
 
Tersedianya peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
pemerintahan secara terbuka akan memudahkan masyarakat dalam 
mengontrol pelaksanaan tugas dan fungsi aparat pemerintah kecamatan. 
Masyarakat akan menilai bagaimana implementasi penyelenggaraan 
pemerintahan berdasarkan peraturan tersebut. Penilaian itu juga berlaku 
terhadap kesamaan informasi-informasi yang diberikan selanjutnya oleh 
aparat pemerintah kecamatan. 
Informasi yang diberikan berkaitan dengan pemberian pelayanan 
kependudukan di Kecamatan Curio. Informasi tersebut bersumber dari 
dua peraturan yakni amanat UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan dalam skala nasional dan menjamin kepastian hukum hak 
sipil penduduk yang akan memberikan rasa aman kepada masyarakat dan 
peraturan Daerah Kab.Enrekang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.  
Informasi prosedur mencakup pengurusan surat-surat keterangan 
dan surat-surat kependudukan. Masyarakat pengguna pelayanan di 
Kecamatan Curio dapat dengan mudah mengetahui persyaratan berkas 
dan alur prosedur dalam menerima pelayanan pengurusan surat-surat 
tersebut. 
Informasi yang diberikan oleh pihak Kecamatan Curio mengenai 
prosedur, alur, persyaratan, biaya dan waktu dalam pemberian pelayanan 
surat-surat kependudukan dan surat keterangan merupakan bentuk 
transparansi dalam pelayanan publik. Sebagaimana telah disebutkan 
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dalam bab II penulisan ini, dalam proses penyelenggaraan pelayanan 
publik yang transparan, persyaratan, biaya, waktu dan prosedur yang 
ditempuh harus dipublikasikan secara terbuka dan mudah diketahui oleh 
masyarakat yang membutuhkan. 
Informasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Curio 
yang disebutkan di atas, disalurkan melalui beberapa sarana. Sarana-
sarana tersebut diantaranya media internet, media cetak, papan 
pengumuman, dan aparat kecamatan serta perwakilan masyarakat (Rt). 
Pilihan beberapa alternatif sarana penyalur informasi merupakan 
keuntungan tersendiri bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan 
keseimbangan informasi. Melalui sarana yang tersedia dan dapat diakses 
masyarakat ini, transparansi penyelenggaraan pemerintahan terwujudkan.  
Penggunaan media internet digunakan oleh Pemerintah Kab. 
Enrekang untuk memberikan informasi mengenai Pemerintah Kabupaten 
Enekang ,Penyampaian melalui media internet tersebut melalui situs 
resmi Pemerintah Kabupaten Enrekang yakni www.enrekangkab.go.id. 
Informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi aparat 
pemerintah kecamatan. 
Situs resmi Pemerintah Kabupaten Enrekang  belum banyak 
digunakan oleh masyarakat sebagai sumber informasi penyelenggaraan 
pemerintahan kecamatan. Responden menyebutkan situs resmi 
Kabupaten Enrekang disebutkan bersama media cetak sebagai sumber 
informasi prosedur dan pelayanan. Dalam situs tersebut, menu pelayanan 
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belum sepenuhnnya lengpak menyediakan isi khusus bagi kecamatan. 
Informasi yang berkaitan dengan pelayanan kecamatan hanya merupakan 
berita harian yang sifatnya sewaktu-waktu. 
Media cetak lokal pada umumnya memberikan informasi 
mengenai kegiatan kecamatan dan prestasi kecamatan di Kab. Enrekang. 
Namun, informasi yang diberikan ini sifatnya tidak tetap, bersifat insidentil.  
Informasi lain yang diberitakan oleh media cetak lokal adalah 
tentang suara masyarakat terhadap Pemerintah Kab.Enrekang secara 
umum. Sarana yang digunakan untuk memberikan informasi kepada 
masyarakat tentang pelaksanaan tugas dan fungsi aparat kecamatan 
yang khusus dilakukan di Kecamatan Curio adalah melalui papan 
pengumuman, informasi langsung oleh aparat, dan perwakilan 
masyarakat (Rt). Informasi yang diberikan adalah mengenai prosedur, 
waktu dan biaya dalam pemberian pelayanan surat-surat kependudukan 
dan pengurusan surat-surat keterangan di Kecamatan Curio. 
Kecamatan Curio  memiliki dua pengumuman yang berisikan 
informasi mengenai pelayanan yang diberikan di kecamatan. Informasi 
yang diberikan melalui papan pengumuman adalah berkaitan dengan 
prosedur dan biaya pengurusan kependudukan dan surat keterangan 
lainnya. Pada bagian informasi pelayanan yang terdapat di depan pintu 
kantor Kecamatan Curio, tersedia papan informasi mengenai prosedur 
dan kelengkapan surat-surat yang dibutuhkan berkaitan dengan 
pelayanan yang diberikan di kecamatan.  
93 
 
Papan informasi ini kurang efektif dimanfaatkan oleh masyarakat. 
Hal ini dikarenakan letaknya yang tidak strategis berada disamping 
petugas informasi sehingga tidak terlihat secara langsung. Perhatian 
pengguna layanan langsung tertuju kepada petugas informasi dan 
bertanya langsung kepada petugas tersebut. Tulisan dalam pengumuman 
yang kurang mencolok dan relatif kecil juga menambah tidak efektifnya 
pengumuman ini. Memperlihatkan bahwa papan informasi kurang 
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai pemberi informasi 
mengenai prosedur dalam mengurus surat-surat di Kecamatan Curio.  
Tidak efektifnya papan pengumuman tersebut juga berkaitan 
dengan fungsi kecamatan sebagai penyelesai akhir dan/atau salah satu 
jalur pengurusan prosedur tersebut. Informasi biasanya sudah didapatkan 
dari Kepala Desa atau instansi terkait. Petugas informasi juga akan 
menanyakan kelengkapan berkas dan menginformasikan instansi-instansi 
yang terkait dengan pemberian pelayanan.  
Peran ketua Kepala Desa dalam memberikan informasi berkaitan 
dengan pelayanan masyarakat berhubungan dengan posisinya sebagai 
salah satu bentuk pemberdayaan partisipasi masyarakat. Rukun tetangga 
atau disingkat dengan Rt adalah lembaga yang dibentuk melalui 
musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu menjalankan 
tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab 
pemerintah Kabupaten. Kepala seksi pemerintahan menjelaskan, “struktur 
perangkat daerah terbawah berdasarkan wilayah adalah kelurahan, Rt 
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merupakan representasi masyarakat yang membantu kami dalam 
pemberian pelayanan.”  
Ketua Rt sebagai salah satu representasi dan penghubung 
pemerintah dengan masyarakat khususnya berkaitan dengan pelayanan 
administrasi kependudukan memiliki wewenang khusus untuk 
mengeluarkan surat keterangan sebagai salah satu persyaratan berkas 
dalam pengurusan pelayanan pemerintah, khususnya berkaitan dengan 
pelayanan yang diberikan pemerintah Kabupaten  melalui kecamatan dan 
kelurahan. Khusus untuk pelayanan yang diberikan kecamatan, pihak Rt 
memberikan surat keterangan sebagai salah satu kelengkapan berkas 
dalam pengurusan KTP baru, KK baru, surat pindah, surat kematian dan 
surat keterangan lainnya. 
Berkaitan dengan kewenangan Rt tersebut, masyarakat 
menjadikan ketua Rt sebagai tempat pertama bertanya berkaitan dengan 
pengurusan pelayanan di kecamatan. Masyarakat sangat mengandalkan 
informasi dari Rt ini, sehingga jika terjadi kekurangan berkas atau jalur 
yang belum mereka lalui, mereka memberikan alasan, “kata pak Rt 
disuruh langsung ke sini” atau ketika ditanya oleh petugas informasi 
pelayanan, “mana surat keterangan Rtnya?”, mereka dengan spontan 
memberikan jawaban tambahan, “ini-ini (berkas-berkas yang diperlukan) 
yang di suruh pak Rt”. 
Sarana penyalur informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
dan fungsi aparat pemerintah Kecamatan Curio khusunya pelayanan 
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surat-surat keterangan dan surat kependudukan yang menjadi sumber 
utama bagi masyarakat adalah pegawai kecamatan. Pegawai kecamatan 
khususnya yang bertugas di loket pelayanan memberikan informasi 
berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 
pengguna. Informasi yang diberikan tersebut antara lain prosedur jalur 
yang harus dilalui, kelengkapan berkas, waktu dan biaya.  
Petugas pelayanan surat-surat kependudukan dan surat 
keterangan, mulai dari petugas informasi hingga petugas di loket 
memberikan pelayanan dengan ramah dan senyum. Dengan moto kami 
melayani bukan dilayani, pegawai kecamatan dengan setia menanyakan 
keperluan masyarakat, menanyakan berkas-berkas yang diperlukan, 
mengarahkannya ke bagian selanjutnya dan memberikan informasi-
informasi yang diperlukan berkaitan dengan pengurusan tersebut.  
Petugas loket pelayanan dalam melayani masyarakat ketika 
mendapatkan pertanyaan dari masyarakat yang kurang memahami 
prosedur mereka siap memberikan jawaban disertai dengan usaha untuk 
memberikan pemahaman dan mengarahkannya ke prosedur selanjutnya. 
Berkaitan dengan pertanyaan waktu penyelesaian, masyarakat hanya 
menayakan berapa lama dan berapa biayanya. Untuk pertanyaan seperti 
ini, petugas loket menjawabnya dengan sesuai kebutuhan masyarakat 
pengguna layanan. Dengan pelayanan tesebut, masyarakat merasa puas 




Keterbukaan dalam pelayanan di Kecamatan Curio, khususnya 
pelayanan berkas dan surat-surat penting lainnya diakui oleh salah 
seorang informan. Beliau menuturkan, “pelayanan di Kecamatan Curio  
sudah mulai menerapkan transparansi, baik dari prosedur, biaya dan 
waktu. Masyarakat menjadi mudah dan lancar menuju tertib administrasi.” 
Informan yang lain menyampaikan hal yang senada. Beliau menyatakan, 
“biaya pelayanan terbuka, tidak ada yang ditutupi, begitu juga waktu. 
Pengurusan tidak diperlambat karena waktu telah jelas ditentukan.” 
Penulis menilai bahwa peraturan yang telah ada perlu dilengkapi 
dengan peraturan tegas tentang pelaksanaan transparansi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Enrakang. Bentuk peraturan 
tersebut adalah perda transparansi. Pentingnya perda ini melihat 
kesediaan aparat pemerintah kecamatan untuk memperlihatkan LAKIP 
kecamatan kepada yang pihak yang memerlukan. Camat  Curio  
menyatakan bahwa, “kami terbuka dengan masyarakat yang 
membutuhkan informasi mengenai kecamatan, contohnya mahasiswa, 
Bawasda”. Namun, menurut beliau harus ada kepentingan yang jelas, 
karena dalam mengambil langkah-langkah aparat pemerintah kecamatan 
berpedoman pada peraturan yang ada. 
Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 
meliputi berbagai dimensi yang meliputi transparansi angggaran, 
transparansi pelaksanaan program kerja pemerintah daerah, dan 
transparansi pertanggungjawaban kinerja. Laporan akuntabilitas instansi 
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pemerintah (LAKIP) kecamatan memiliki potensi untuk memenuhi 
berbagai dimensi transparansi tersebut dengan cara menyediakan akses 
bagi masyarakat untuk mengetahuinya. Sejauh ini, Pemerintah Daerah 
Kabupaten Enrekang telah melakukan penyebaran informasi penggunaan 
dana APBD baik melalui media cetak dan situs resmi pemerintah 
Kabupaten. Namun, laporan ini merupakan ringkasan laporan relaisasi 
APBD, tidak merinci penggunaan dana perunit organisasi pemerintah 
daerah. 
Keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan dapat 
meminimalkan perilaku yang tidak bertanggungjawab dari oknum 
pemerintah dalam hal ini aparat pemerintah kecamatan maupun pihak 
ketiga. Berdasarkan informasi tersebut, masyarakat dapat melaporkan 
ketidaksesuaian yang mereka temukan dilapangan melalui saluran 
pengaduan yang disediakan. 
Sarana pengaduan selain sebagai sarana akuntabilitas 
pemerintahan, juga merupakan sarana transparansi dan partisipasi 
masyarakat. Kecamatan Curio menyediakan sarana pengaduan terhadap 
pelayanan yang diberikan aparat Pemerintah Kecamatan Curio. Sarana 
pengaduan memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan, keluhan dan masukan 
berupa kritik dan saran dari masyarakat tentang penyelenggaraan 
pelayanan di Kecamatan Curio.Sarana tersebut antara lain Penyampaian 
secara langsung kepada petugas, melalui surat yang disampaikan pada 
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kotak saran, melalui surat kabar, melalui pejabat pemerintah Kabupaten. 
(Bupati  atau pejabat lainnya). 
Seorang informan kami menyatakan bahwa transparansi di 
Kecamatan Curio cukup baik. Pendapat ini merujuk pada mekanisme 
penyampaian keluhan. Menurutnya, keluhan terhadap pelayanan di 
Kecamatan Curio ditanggapi dengan baik dengan adanya mekanisme 
keluhan melalui lisan (langsung kepada petugas) atau persuratan (kotak 
saran). Pendapat ini juga sejalan dengan tanggapan masyarakat terhadap 
respon yang diberikan Aparat Kecamatan Curio menjawab keluhan yang 
mereka berikan. 
Kepuasan masyarakat dan keluhan beberapa masyarakat 
memperlihatkan bahwa informasi yang jelas dan tepat merupakan hal 
yang penting. Masyarakat akan mudah mengerti dan memberikan 
kerjasama karena mereka memiliki dasar yang pasti dan tetap serta 
berlaku umum. Kesalahan dalam pemberian informasi akan menimbulkan 
kesalahpahaman. Namun, kesalahpahaman tersebut dapat diatasi dengan 
pemberian pengertian atas dasar peraturan yang berlaku. Peraturan yang 
jelas disertai sosialisasi dan kemudahan dalam mengakses menjadi suatu 
hal yang harus dilakukan demi terselenggaranya pemerintahan yang baik. 
Banyaknya saluran informasi tentang tugas dan fungsi aparat 
kecamatan khususnya dalam pelayanan kependudukan dan surat-surat 
keterangan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang 
berkaitan dengan pelayan tersebut. Hal ini memberikan keseimbangan 
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informasi antara aparat pemerintah kecamatan dan masyarakat. 
Keseimbangan tersebut merupakan kontrol yang efektif dalam perwujudan 
pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa di Kecamatan Curio. 
Informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan menjadikan 
masyarakat dapat menanggapi baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Hal tersebut memberikan konsekuensi terhadap pemerintahan 
yang transparan untuk menyediakan akses dalam berpartisipasi bagi 
masyarakat dan swasta, paling tidak akses untuk memberikan masukan 
terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. 
4.3 Pelaksanaan Supremasi Hukum di Kecamatan Curio 
Penegakan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran 
dan keadilan serta penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia secara 
universal mengalami degradasi. Kondisi tersebut, antara lain, disebabkan 
banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh 
pemerintahan pada masa lalu tidak mencerminkan aspirasi masyarakat 
dan kebutuhan pembangunan yang bersendikan hukum agama dan 
hukum adat. Kurang berperannya pelaksanaan Program Legislasi 
Nasional (Prolegnas) juga menyebabkan banyaknya peraturan 
perundang-undangan yang ditetapkan mempunyai materi yang saling 
tumpang tindih satu sama lain serta masih adanya peraturan perundang-
undangan yang kurang mencerminkan keadilan. 
Hal tersebut juga diikuti dengan tindakan pembatasan keterlibatan 
kekuasaan rakyat oleh pemerintah untuk ikut berperan serta secara aktif 
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dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang 
merupakan permasalahan dan sekaligus menjadi tantangan yang akan 
dihadapi dalam pembangunan hukum. Upaya yang akan dilakukan adalah 
dengan menyusun dan membentuk peraturan perundang-undangan yang 
aspiratif dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum 
adat melalui peningkatan peran Prolegnas. Sebagaimana telah 
diungakapkan diatas, Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum 
sebagai hal yang tertinggi (supreme) sehingga ada istilah supremasi 
hukum. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan 3 ide dasar 
hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. 
Untuk lebih memahami tentang supremasi hukum, ada baiknya 
perlu diketahui pengertian hukum. Di bawah ini ada beberapa pengertian 
hukum yang dikemukakan oleh para ahli: 
i. Utrecht memberikan batasan hukum sebagai himpunan peraturan-
peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu 
masyarakat dan karena itu harus ditaati. 
j. Prof. Mr. E. M. Meyers menyatakan hukum sebagai semua 
peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan 
pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi 
pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan 
tugasnya. 
k. Leon Duguit menyatakan hukum sebagai aturan tingkah laku para 
anggota masyarakat yang daya penggunaannya pada saat 
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tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari 
kepentingan bersama dan yang jika dilanggar meninggalkan 
reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.  
S. M. Amin, SH menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan 
yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi itulah yang 
disebut hukum dan tujuan hukum tersebut adalah menegakkan 
tata tertib dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan 
ketertiban terpelihara.  
Dengan mengetahui beberapa pengertian hukum di atas, maka 
akan lebih mudah dalam memahami supremasi hukum (khususnya di 
Indonesia). Pengertian supremasi hukum sendiri adalah upaya untuk 
memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan 
secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan 
hukum yang sama tanpa kecuali. Hal ini juga termuat dalam UUD ’45 
pasal 27 ayat 1, yang berbunyi ”segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajid menjunjung 
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.(UUD 1945) 
Salah seorang staf mengatakan bahwa, semua program yang 
menjadi agenda dari kecamatan curio sebagaimana yang tertuang dalam 
LAKIP kecamatan Curio tahun 2013 harus tetap dilaksanakan sesuai 
prosedur yang sudah melembaga dan diketahui oleh masyarakat Umum, 
dan apabila ada kekeliruan terdap prosedur umum untuk membatalkan 
sesuatu peraturan atau peraturan perundangan tertentu. 
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Beberapa pendapat di atas menyatakan bahwa tujuan hukum 
adalah menciptakan keadilan, maka dengan terciptanya keadilan ini maka 
supremasi hukum dapat terwujud. Namun, dengan banyaknya 
penyelewengan hukum di Indonesia dapat dikatakan bahwa penerapan 
keadilan belum terwujud. 
Untuk dapat mencapai keadilan hukum, maka penegakan hukum 
sangat perlu. Hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, 
ditegakkan dan dipatuhi secara utuh terutama aturan hukum tentang 
HAM.           
Adapun beberapa tujuan supremasi hukum adalah sebagai 
berikut: 
1) Memberi keadilan bagi masyarakat, khususnya keadilan sosial. 
Dan perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban, 
ketentraman dan kepastian hukum yang padahakikatnya 
merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” bagi 
rakyat Indonesia. 
2) Menempatkan kebebasan individu sebagai prinsip dasar dari 
organisasi sosial, untuk menjamin kemerdekaan individu. 
3) Menjamin terjaga dan terpeliharanya nilai-nilai moral bangsa 
Indonesia. 
4) Melindungi kepentingan warga. 
5) Menciptakan masyarakat yang demokratis 
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6) Menjadikan tanggung jawab ahli hukum untuk dilaksanakan dan 
yang harus dikerjakan tidak hanya untuk melindungi dan 
mengembangkan hak-hak perdata dan politik perorangan dalam 
masyarakat bebas, tetapi juga untuk menyelenggarakan dan 
membina kondisi sosial, ekonomi, pendidikan dan kultural yang 
dapat mewujudkan aspirasi rakyat serta meningkatkan integritas 
Sumber Daya Manusianya. 
7) Memberikan jaminan terlindunginya hak-hak individu dalam 
bernegara dan bermasyarakat. 
Kebebasan berpendapat menurut undang-undang No. 9 tahun 
1998 tentang kebebasan berpendapat di muka umum pada pasal 1 ayat 1; 
kemerdekaan mennyampaikan fikiran dengan lisan, tulisan, dan 
sebagainnya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tertuang 
juga pada Landasan konstitusional kemerdekaan mengemukakan 
pendapat adalah UUD 1945 yang termuat dalam: Pasal 28: 
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, untuk mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-
undang,” Pasal 28E Ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan 
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”      Semua orng 
berhak berpendapat, sepanjang masih berada di koridor yang wajar 
Kebebasan yang terbatas atau kemandirian tersebut adalah wujud 
kesempatan pemberian yang harus dipertanggungjawabkan. Dengan 
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demikian, hak dan kewajiban serta kebebasan bagi daerah untuk 
menyelenggarakan urusan-urusannya sepanjang sanggup untuk 
melakukannya dan penekanannya lebih bersifat otonomi yang luas   
Yang dimaksud dengan hak dalam pengertian otonomi adalah 
adanya kebebasan pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangga, 
seperti dalam bidang kebijaksanaan, pembiyaan serta perangkat 
pelaksanaannnya. Sedangkan kewajban harus mendorong pelaksanaan 
pemerintah dan pembangunan nasional. Selanjutnya wewenang adalah 
adanya kekuasaan pemerintah daerah untuk berinisiatif sendiri, 
menetapkan kebijaksanaan sendiri, perencanaan sendiri serta mengelola 
keuangan sendiri. 
Kebebasan berpendapat ini diakui oleh masyarkat khususnnya di 
kecamatn curio telah mendapat ruang yang selebar-lebarnya untuk 
mengeluarkan ide,ataupun saran baik itu yang meyangkut masyarakat 
ataupun masukan bagi para pejabat pemerintahan di kantor Kecamatan 
Curio. Dan cara pennyampaiannya pun sesuai etika dan norma yang 
melekat pada masyarakat kecamatan curio. Menyampaikan pendapat di 
wilayah kerja kantor kecamatan curio dapat dilakukan dengan beberapa 
cara,yaitu diantarannya melalui media sosial atau situs kecamatan curio 
http://curiokec.wordpress.com, atau melalui kotak saran yang telah di 
siapkan di kilingkungan kecamatan Curio, dan bisa juga langsung kepada 
yang memiliki wewenang. 
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Hukum sebagai sistem nilai sekaligus sebagai sub sistem dari 
sistem sosial sebenarnya menjabarakan bahwa hukum merupakan das 
sein dan das solen disisi lainnya antara das sein dan das sollen tidak 
mudah dipertemukan bahkan seringkali bertolak belakang dengan perilaku 
hukum masyarakat yang seharusnya. Sulitnya penyelarasan hukum 
sebagai “sein” dan hukum sebagai “solen” tidak terlepas drai faktor-faktor 
non yuridis yang hidup dan berkembang yang salah satunya dalah kultur 
hukum. Budaya sebagai produk masyarakat amat beragam dan berbeda 
tidak hanya masyarakat satu dengan lainnyapun berbeda sehingga akibat 
tingkatan-tingkatan sosial dalam lingkungan misalnya budaya hukum 
seorang pedagang dengan guru, sopir dengan pegawai dan sebagainya, 
Namun di kalangan  warga masyarakat Kabupaten Enrekang dan 
Kecamatan curio khususnnya memiliki slogan “ sipangingaranki saba’ 
pada kita’ nasang sile’to”, yang berarti kita harus saling mengingatkan 
sebab kita semua bersaudara. Hal ini terealisasi jika ada terjadi sebuah 
gesekan dalam bermasyarakat dan masyarakat di lingkup kecamatan 
curio selalu mengedepankan penyelesaian masalah dengan menjunjung 
tinggi asas manfaat untik masyarakat luas. Itu adalah salah satu 
ungkapan bahwa masyarakat di lingkup kecamatan curio sangat 
menghargai hukum dan hak-hak individu dalam bermasyarakat. 
Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa 
penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Curio memiliki potensi yang 
baik dalam menjalankan pemerintahan yang parsitipatif. Saluran 
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partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Curio 
direspon dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan 
dengan konsep governance yang tidak sekedar melibatkan pemerintah, 
tetapi juga melibatkan peranan stakeholder di luar pemerintah yakni 











































Pelaksanaan akuntabilitas aparat pemerintah Curio dapat dilihat 
pada laporan akuntabilitas instansi pemerintah (LAKIP) kecamatan. 
Pelaksanaan tugas dan fungsi aparat Pemerintah Kecamatan Curio 
didasarkan pada Peraturan Daerah No 9 tahun 2008 dan peraturan Bupati 
Enrekang No 34 Tahun 2009 tentang TUGAS POKOK FUNGSI URAIAN 
TUGAS DAN TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN ENREKANG. 
Tentang Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan. Salah satu 
bentuk pelaksanaan uraian tugas organsasi kecamatan dijabarkan ke 
dalam rencana kerja satu tahun Kecamatan Curio. Pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut kepada Bupati Kab.Enrekang 
dilakukan melalui laporan akuntabilitas instansi pemerintah, sebagaimana 
dapat dilihat dalam LAKIP Kecamatan Curio  tahun 2013. 
Akuntabilitas publik dapat dilihat pada pelayanan e-KTP, KK dan 
surat surat penting lainnya. Pelayanan KTP dan KK di Kecamatan Curio 
berdasarkan pada Peraturan yakni amanat UU No.23 tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan dalam skala nasional dan menjamin 
kepastian hukum hak sipil penduduk yang akan memberikan rasa aman 
kepada masyarakat dan peraturan Daerah Kab.Enrekang Nomor 01 
Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di 
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Kecamatan Curio. Dalam pelayanan KTP dan KK, masyarakat surat 
panggilan sebagai alat bukti transaksi pelayanan. Ketepatan waktu 
penyelesaian dalam pelayanan dapat langsung diukur oleh masyarakat 
pengguna layanan. Akuntabilitas publik pada pelayanan e-KTP dan KK 
terwujud melalui pemberian surat panggilan transaksi pelayanan. Surat 
panggilan tersebut memberikan kejelasan dan kepastian waktu dan biaya 
pelayanan. serta menghindarkan masyarakat dari pungutan liar. 
Kecamatan Curio menyediakan sarana pengaduan terhadap 
pelayanan yang diberikan aparat Pemerintah Kecamatan Curio. Sarana 
tersebut antara lain, penyampaian secara langsung kepada petugas, 
melalui surat yang disampaikan pada kotak saran, melalui surat kabar, 
melalui pejabat pemerintah kota (bupati atau pejabat lainnya). 
Penanganan terhadap keluhan masyarakat dilakukan sejak dari penerima 
keluhan, jika tidak bisa diatasi, diserahkan kepada kepala seksi yang 
memiliki kewenangan, selanjutnya dilaporkan kepada sekretaris camat, 
hingga jika tidak bisa diatasi, maka akan diserahkan kepada camat.  
Transparansi penyelenggaraan tugas dan fungsi aparat 
pemerintah Kecamatan Curio  meliputi keterbukaan informasi peraturan 
daerah,  informasi prosedur pelayanan administrasi kependudukan dan 
surat keterangan, dan informasi biaya pembuatan e-KTP dan KK. Sarana 
yang dipergunakan dalam menyediakan informasi tersebut dilakukan 
melalui media internet, media cetak, papan pengumuman, dan aparat 
kecamatan serta perwakilan masyarakat (RT). Penyediaan sarana 
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pengaduan terhadap pelayanan di Kecamatan Curio juga merupakan 
salah satu praktik transparansi pemerintahan. 
Semua program yang menjadi agenda dari kecamatan curio 
sebagaimana yang tertuang dalam LAKIP kecamatan Curio tahun 2013 
harus tetap dilaksanakan sesuai prosedur yang sudah melembaga dan 
diketahui oleh masyarakat Umum, dan apabila ada kekeliruan terdap 
prosedur umum untuk membatalkan sesuatu peraturan atau peraturan 
perundangan tertentu. 
Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Curio memiliki 
potensi yang baik dalam menjalankan pemerintahan yang parsitipatif. 
Saluran partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan 
Curio direspon dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini 
sejalan dengan konsep governance yang tidak sekedar melibatkan 
pemerintah, tetapi juga melibatkan peranan stakeholder di luar pemerintah 
yakni seluruh masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 
5.2 Saran 
1. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Curio 
dilengkapi dengan data dokumentasi kegiatan dan disediakan pula 
mekanisme bagi masyarakat untuk melihat dan menilai laporan 
akuntabilitas tersebut. 
2. Penyediaan akses informasi terhadap penggunaan APBD di 
Kecamatan. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan 
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menggunakan media massa untuk menyebarkan informasi LAKIP 
Kecamatan.   
3. Kepada pemerintahan daerah Kabupaten Enrekang agar peraturan 
yang telah ada segera diperbaharui untuk menyesuaikan dengan 
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